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ABSTRAK

I;ra;“a : Ni Wayan Marwati, SH.

Ty dlgl]ram Studi : Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
: Lembaga Pengangkatan Anak (Adopsi), Pelaksanaan Dan
Akibat Hukumnya Dalam Hukum Adat Bali
(Analisis Masyarakat Hukum Adat Di Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, Bali).

Pengangiatan anak merupakan perbuatan bukum yang dikenal selain dalam
Peraturan perundang-undangan nasional juga dikenal dalam sistem peradatan di
Masing-masing daerah, khususnya dalam hukum adat Bali.
ak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga
Orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Keistimewaan anak
angkat dalam hukum adat Bali adalah terkait dengan sistem kekerabatan dan
PeWarisan yang berlaku dalam adat setempat.Permasalahan yang dianalisis dlam
peneh.tian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pengangkatan anak, syarat formal dan
material serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dalam hukum adat
Bali. .Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe
penelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data primer berupa studi dokumen
4l Wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus pengangkatan anak yang terjadi dalam
keseharian masyarakat di wilayah tempat penelitian. Pada dasarnya bentuk-bentuk
Pengangkatan anak, terdiri dari Pengangkatan anak biasa dikarenakan suami istri
Sama sekali tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak sentana rajeg yaitu
mengangkat anak perempuan menjadi status purusha, serta mekidihang raga atau
nyerahang raga. Syarat material meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua
yang mengangkat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang diangkat,
sedangkan syarat formal meliputi tata cara dan proses yang harus dilewati dalam
perbuatan hukum pengangkatan anak dalam adat Bali. Akibat hukum pengangkatan
anak pada prinsipnya adalah hilangnya segala hak dan kewajiban dari keluarga
asalnya, dan mendapatkan segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya
sebagaimana halnya anak kandung, baik dalam bidang pewarisan pada khususnya
dan lapangan hukum keluarga pada umumnya.

Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008




ABSTRACT

Name : Ni Wayan Marwati, SH.
Programe : Master Of Notary Programme, Faculty Of Law, University Of Indonesia
Title : Adoption Institution, Implementation And Its Legal Consequence

In Bali Traditional Law

(An Analysis Of Traditional Law In Tabanan Sub-District,

Tabanan Regency, Bali)

Adoption is a legal action which is both recognized in national legislation and traditional
systems in each region particularly in Balinese traditional law.

An adopted child is the one whose right is being assigned in a legitimate parents domination,
guardians or other persons responsible for nursing, education, and bringing the children up
within the his/her adopted parents’ family under decision of adjudication of court of justice.
The particularity of the adopted child in Balinese Traditional law is related to kinship system
and prevailing inheritance in the local tradition. This analyzed issue in this research is
concerning types of adoptions, formally and materially requirements as well as its legal
consequence that might arise from the adoption in Balinese Traditional Law. The method is
using normative legal research with explanatory research and qualitative analysis obtained
from primary data in the form of documentation studies and interviews to the resource
persons. The research is conducted by studying some adoption cases occurred in daily society
in the research area. Basically, the adoption types comprises of ordinary adoption due to
incapability of the spouse of having offspring, sentana rajeg adoption which is to adopt a
daughter to be pwrusha (family relationship in male line), mekidihang raga or nyerahang
raga status. Material requirements are the ones that must be fulfilled by parents and the child
wish to adopt and be adopted, while the formal requirements consist of procedures and
process that should be undergone adoption as a legal action in Balinese tradition. The legal
consequence of the adoption is principally the lost of any rights and obligations of the family
of origin and obtaining the rights and obligations of the adopted parents as if the adopted

child is the biological one both in terms of inheritance in particular and legal family in
general.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis dalam tatanan Hukum Nasional Indonesia, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata lama (Burgerlijk Wetboek, Stb. 1847 no
23) tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, baru setelah dikeluarkan
ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan dan peralihan ke
perundang-undangan yang baru (Stb. 1848 no 10), dalam pasal 61 yang
mengatur mengenai dalam hal belum diatur dalam perundang-undangan
yang baru, maka diatur dalam ketentuan peraturan yang lama. Pada saat
itu telah terdapat ketentuan adopsi yang berlaku terbatas pada golongan
masyarakat Tiong Hoa, golongan Islam dan bukan nasrani yang dimuat
dalam Tijdschrift Van Het Recht (T.IV-68) Gubernur Jendral Hindia
Belanda tanggal 9 Mei 1769 '.

Dalam perkembangannya ketentuan adopsi yang berlaku untuk
golongan Tiong Hoa disempurnakan dalam Stb. 1917 no 129, disusul

kemudian dengan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan

pengangkatan anak antara lain :

! A.B Loebis, Adopsi. (Pusat Informasi Hukum, s.2) hal.2.

1
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1. Undang-Undang no 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, yang diganti dengan Undang-undang no 12 tahun
2006 ;

2. Undang-Undang no 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang no 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

4. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

5. Surat Edaran Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen

Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang

prosedur pengangkatan anak warganegara Indonesia oleh orang asing;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 6 tahun 1983, merupakan
penyempurnaan dari SEMA RI no 2 tahun 1979 mengenai
Pengangkatan Anak.
7. Peraturan Pemerintah mo 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak.

Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang
dibangun dari berbagai golongan masyarakat, keanekaragaman latar belakang
etnis budaya, berbagai suku, ras, agama,bahasa, dan adat istiadat, yang tersebar

dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Setiap lingkungan masyarakat

adat memiliki ketentua-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi
alat pemaksa yang mengharuskan masyarakat adat tunduk dan terikat pada

hukum adat dalam setiap gerak prilakunya.
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Bangsa Indonesia memiliki 19 lingkaran hukum adat (Rechtskring), dan
setiap lingkaran terdiri dari berbagai kukuban hukum. Hukum adat yang
melingkupi masyarakat adat senantiasa hidup dan berkembang karena
diterapkan dari generasi ke generasi sekalipun tidak selalu dalam bentuk tertulis
(The Living Law)*.

Golongan pribumi Indonesia mengenal lembaga pengangkatan anak yang diatur

dalam hukum adat masing-masing yang bercorak pluralistik’.

Menurut R.Soepomo sifat masyarakat adat yang menonjol adalah :

1. Keagamaan (religius), bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa
satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara
keseimbangan lahir dan bathin antara golongan dan lingkungan alam
hidupnya.

2. Kemasyarakatan (komunal), manusia dalam hukum adat adalah orang yang
terikat kepad masyarakat, secara individu pada asasnya bebas bertindak,
dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan
dalam masyarakat tersebut®.

Lebih jauh pendapat R. Soepomo tersebut diatas diuraikan lagi oleh Muderis

Zaini dalam bukunya yang berjudul “ Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem

Hukum ” yang menyebutkan bahwa sifat masyarakat yang menonjol meliputi :

2 - Muderis Zaini, Adopsi, Suatu Tinjausn ausn Dari Tiga Sistem Hukum, (Sinar Grafika, s.a), hal 2.
? Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia, Edisi I (Bandung : Transito, 1982)
hal.8.
4 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Pradnya Paramita, 1993), hal. 68.
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1. Kekeluargaan/ Komunal,artinya manusia sebagai mahluk yang memiliki
ikatan kemasyarakatan;

2. Religius Magis, pandangan hidup berorientasi pada alam ;

3. Visual, perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena diletakkan
dengan suatu ikatan yang yang dapat dilihat ;

4. Fikiran penataan serba konkret, memperhatikan banyaknya dan berulang-
ulangnya hubungan hidup yang konkret.

Di satu sisi, pengangkatan anak atau adopsi sebagai suatu perbuatan hukum
harus diatur oleh ketentuan hukum nasional yang tegas dan mengikat sehingga
memiliki akibat hukum yang pasti, sedangkan di sisi lain setiap lembaga
pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat diatur oleh hukum adat
masing-masing yang bercorak pluralistik.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan suatu fenomena sosial yang sering
kali ditemui dalam kehidupan masyarakat adat Bali dewasa ini. Lembaga adopsi
merupakan suatu lembaga yang timbul dari kebutuhan dan kepentingan
masyarakat hukum adat dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan
ketuntasan dalam mekanisme pelaksanaannya. Rangkaian kegiatan adopsi
tersebut tidak lepes dari dinamika sosial dan sistem peradatan masyarakat
lingkungan hukum dimana adopsi tersebut terjadi®.

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dalam lapangan hukum

keluarga yang menimbulkan suatu akibat hukum terhadap orang tua yang

5 Zaini,op.cit., hal.42.
® Ibid, hal 6.
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mengangkat dan anak yang diangkat, berikut segala konsekuensi logis yang

mengikuti perbuatan hukum tersebut.

Berbagai alasan pengangkatan anak atau adopsi selain alasan utama untuk

mendapatkan keturunan, juga dikarenakan antara lain :

1.

Rasa belas kasihan mengingat anak yang diadopsi lahir di dalam keluarga
yang latar belakang ekonominya kurang mampu ;

Adanya kepercayaan di kalangan masyarakat awam bahwa apabila ingin
memiliki keturunan maka harus dipancing atau didahului dengan mengangkat

anak atau adopsi ;

. Sebagai teman bermain anak kandungnya ;

Untuk menambah jumlah tenaga kerja yang diharapkan dapat membantu
perckonomian keluarga ;
Untuk membantu menyatukan hubungan perkawinan yang retak agar tidak

terjadi perceraian’.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di salah satu situs internct menyebutkan

bahwa :

“ Ada bermacam-macam alasan mengapa pasangan suami istri memutuskan

untuk mengadopsi seorang anak, bisa dikarenakan tidak bisa mempunyai anak

atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak sehingga lewat adopsi anak

saja, atau karena alasan kemanusiaan, karena anak tersebut ditinggalkan oleh

7 Meliala, op.cit, hal.4.
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orang tuanya. Apapun alasannya, tampaknya kebutuhan mengadopsi anak
semakin dekat dengan kehidupan kita“ 8,
Lembaga Adopsi disamping sebagai sistem kemasyarakatan yang dilahirkan oleh
kultur kehidupan masyarakat, timbal balik fungsi sosial dari adopsi sangat besar
artinya terutama dalam hubungan untuk kepentingan keluarga®.

Perbuatan hukum pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali terkait
erat dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang diterapkan di daerah Bali
yaitu hubungan kekerabatan Patrilineal yang didasarkan pada garis keturunan

laki-laki, dimana yang memiliki tanggung jawab meneruskan keturunan dan

menjaga leluhur adalah anak laki-laki.

Masalah keturunan merupakan hal yang sangat penting dimana keturunan

inilah yang melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur atau

sebagai pelanjut generasi. Seorang anak khususnya anak laki-laki dalam adat Bali
memiliki kedudukan dan peran yang penting dalam lapangan hukum keluarga.
Salah satu kewajiban utama seorang anak dalam adat Bali adalah membuat
upacara Ngaben untuk mensucikan arwah orang tuanya, dan memelihara
hubungan religius dengan leluhur secara turun temurun.

Sebagaimana telah dikenal dalam masyarakat luas, lembaga adat Bali tidak
dapat dipisahkan dari pengaruh hukum Hindu sebagai agama yang dominan
dianut oleh masyarakat adat Bali. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap unsur dan

elemen yang mendukung kehidupan sosial masyarakat adat Bali senantiasa

didasarkan pada ketentuan dan akidah agama Hindu sebagai pedoman dan

® Adopsi Anak, http://www.jips.wordpress.com/artikelhukum , 4 April 2007.
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tuntunan setiap gerak prilaku masyarakat. Demikian pula halnya mengenai
pengangkatan anak, merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada nilai-
nilai dalam ajaran Agama Hindu.

Sistem kekerabatan yang kuat dan hubungan religius magis terhadap para
leluhur yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat adat Bali, menghendaki
bahwa kehadiran keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi
keberadaannya. Akan menjadi suatu persoalan bilamana sebuah keluarga tidak
dapat melahirkan suatu keturunan, atau persoalan lain adalah bilamana keturunan
yang lahir berjenis kelamin perempuan, dimana keturunan perempuan apabila
telah menikah maka menurut sistem kekerabatan patrilineal status sepenuhnya
menjadi milik kerabat keluarga suami, sehingga yang bersangkutan tidak dapat
lagi menjalankan kewajibannya dalam sistem kekerabatan keluarga asalnya, serta
apabila dalam sebuah keluarga memiliki keturunan baik laki-laki maupun
perempuan akan tetapi masih di bawah umur, dalam pengertian belum cakap budi
akalnya untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang anak terhadap
orang tuanya. Dalam hal ini lembaga pengangkatan anak sangat diperlukan
eksistensinya.

Dalam Hukum Adat Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum
yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya

sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga

® Zaini, op.cit., hal. 16.
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anak tersebut berstatus seperti anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak
angkatnya'®,

Dalam kenyataannya tatanan kehidupan sosial masyarakat Bali yang
sangat heterogen dan dinamika sosial yang begitu tinggi, serta tidak terlepas dari
pengaruh dunia pariwisata yang membawa berbagai dampak sosial dari kultur
budaya asing, di lain pihak konsepsi hukum adat yang berpedoman pada sistem
kekerabatan patrilineal yang begitu kuat, serta tidak dapat dipisahkan dari nafas
agama Hindu, seringkali membuat lembaga pengangkatan anak tidak diterapkan
sebagaimana mestinya, baik dalam hal syarat formil dan materiil, maupun akibat
hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa lembaga adopsi merupakan
suata kebutuhan dan sekaligus memerlukan suatu ketertiban dan ketuntasan
dalam mekanisme pelaksanaannya, hal ini berarti bahwa ketentuan mengenai
pengangkatan anak atau adopsi baik berdasarkan ketentuan nasional maupun
ketentuan adat harus dijalankan dengan baik. Demikian pula halnya dalam
masyarakat adat Bali, diperlukan mekanisme pengangkatan anak yang memenuhi

segala bentuk dan formalitas adatnya.

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, saya
tertarik untuk mengetahui lembaga pengangkatan anak atau adopsi yang diatur

dalam hukum adat Bali beserta akibat hukum yang ditimbulkan dalam lapangan

19 Meliala, op.cit., hal. 6.
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hukum keluarga. Adapun pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Bagaimana bentuk pengangkatan anak dalam Hukum adat Bali ?

2. Bagaimana syarat formil dan materiil pengangkatan anak dalam hukum adat
Bali?

3. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat Bali?

C. Metode Penelitian |
Penelitian ini mempergunakan mevtode”ﬁénelitian hukum normatif, yakni
metode penelitian hukum fnengenai pelaksanaan pengangkatan anak atau adopsi
dalam hukum adat Bali, dimana penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan
atau disebut juga penelitian normatif, yaitu cara menghimpun data }kep'ustakaan
dengan membaca berbagai literatur yang terkait dengan bidang hukum keluarga dan
pengangkatan anak atau adopsi. |
Tipologi penelitian yang dipilih adalah dengan tipe péheliﬁan eksplanatoris.
Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan wawancara.
Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari :
1. Baban hukum primer, yakni meliputi beberapa peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan keluarga dan anak ;
2. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku mengenai hukum keluarga dan
adopsi anak, artikel-artikel koran, majalah, media elektronik lain dan buku-
buku hukum lainnya ;

9
Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008



3. Bahan hukum tertier, yakni berupa kamus dan ensiklopedia dalam bidang
hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adopsi anak.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dengan tokoh-tokoh adat

setempat selaku narasumber untuk melengkapi keakuratan dan kesempurnaan

data.

Metode pengolahan analisa dan konstruksi data dilakukan secara kualitatif, yang

artinya data diperoleh tersebut di atas akan dianalisa secara mendalam, holistik,

dan komprehensif.

D. Sistematika Penulisan
Adapam siswmatika penulisan dalam penelitian ilmiah ini dibagi dalam 3 bab

yang isinya meliputi :

-Bab ] Pendahuluan
Dalam bab ini dituliskan mengenai latar belakang penulis memilih penelitian
dengan tema lembaga pengangkatan anak atau adopsi dalam hukum adat Bali,
selanjutnya disebutkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam
tulisan, metode penelitian serta alat pengumpulan data yang dipergunakan

dalam penelitian.

- Bab II Pembahasan
Dalam bab ini diuraikan pengertian-pengertian dan pendapat para Sarjana
tentang pengangkatan anak baik secara umum maupun dalam hukum adélt
Bali, Sistem kekeluargaan masyarakat adat Bali, penjabaran teori di bidang

hukum keluarga, perkawinan dan pewarisan adat Bali, keberadaan lembaga
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pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, bentuk pengangkatan anak serta
syarat formil maupun materiil, akibat hukum pengangkatan anak beserta
contoh-contoh kasus pengangkatan anak serta analisa mengenai pelaksanaan
pengangkatan anak tersebut dalam hukum adat Bali.
- Bab III Penutup

Dalam bab ini dimuat mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari
penulisan thesis serta saran-saran yang sifatnya membangun, terkait dengan
peran dan kedudukan notaris dalam lembaga pengangkatan anak dalam
hukum adat Bali.
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BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem Kekeluargaan Dan Kedudukan Anak Dalam Masyarakat Adat
Bali
Pada umumnya di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) bentuk hubungan
kekeluargaan, yaitu :
a. Sitem Kekeluargaan Matrilinial
Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan dari
pihak perempuan, sebagai contoh masyarakat adat minangkabau di
Sumatera Barat. .
b. Sistem kekeluargaan Patrilinial
Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan dari
pihak laki-laki, sebagai contoh masyarakat adat Tapanuli di Sumatera
Utara.
c. Sistem Kekeluargaan Parental
Adalah sistem kekeluargaan yang memandang garis keturunan baik
dari pihak laki-laki maupun perempuan, sebagai contoh masyarakat

adat Jawa di Jawa Tengah maupun Jawa Timur''.

' Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Alumni, 1983), hal 33.
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Susunan kekeluargaan dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh adanya
hubungan biologis atau hubungan darah antara anggota keluarga bersangkutan
yang pada akhirnya berpengaruh pada sitem kewarisan dalam keluarga tersebut.

Dalam masyarakat yang susunan kekeluargaannya matrilinial keturunan
menurut garis ibu dipandang lebih penting, sehingga menimbulkan hubungan
atau pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para
warganya, hal mana menimbulkan berbagai konsekuensi seperti misalnya dalam
masalah warisan yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan
pihak bapak. Begitu pula sebaliknya dalam masyarakat yang susunannya menurut
garis keturunan bapak, akan memiliki pergaulan yang lebih dekat dengan kerabat
bapaknya dan akan mewaris dari pihak bapaknya.

Dari ketiga sistem kekeluargaan yang diuraikan di atas, masyarakat hukum
adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilinial, artinya keturunan ditarik
melalui garis laki — laki yang dalam bahasa Bali disebut “Purusha™'?.
Kedudukan anak laki — laki sangat menonjol yaitu sebagai penerus keturunan dan
menjaga hubungan religius dengan para leluhur, dengan demikian konsekuensi
yang timbul adalah anak laki-laki yang berhak menerima warisan dari keluarga
bapaknya.

Pentingnya kedudukan anak laki — laki dalam masyarakat hukum adat Bali

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

2 Purusha adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keluarga dan keturunagn 1y
maupun ke bawah dari pihak keluarga laki-laki. ‘ itk ke atas
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a. Faktor Magis Religius
Bagi masyarakat hukum adat Bali yang beragama Hindu, anak
laki — laki akan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam
keluarganya. Anak laki — laki dinamakan “putra”’® karena
dipandang sebagai juru selamat nenek moyang yang telah
meninggal dunia.
b. Faktor Kekeluargaan.
Dalam hubungan kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat
Bali yang memegang peranan penting adalah anak laki — laki atau
garis “Purusha”. Keanggotaan keluarga ditentukan oleh garis
keturunan bapak, yang memiliki arti bahwa anak-anak yang lahir
akan mengikuti Bapaknya. Keberadaan ini sangat nampak nyata
dalam masyarakat hukum adat Bali. Garis keturunan Bapaknya
berbeda dengan garis keturunan Ibunya.
Mengenai kedudukan anak dalam masyarakat adat Bali dikenal beberapa
macam berdasarkan asal muasal anak tersebut, sebagai berikut :
1. Anak Kandung
Anak kandung menurut hukum adat Bali terdiri dari anak sentana'* dan anak
sentana rajeg. Istilah anak kandung ini mengandung pengertian yaitu anak —

anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya, atau yang

'* Putra adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keturunan khususnya laki-laki yang
menjadi kebanggaan keluarga.

' Sentana adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keturunan baik laki-laki maupun
perempuan, baik anak kandung maupun anak angkat.
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2.

dibuahkan dari ayah kadungnya'®. Dalam adat Bali anak laki — laki disebut
sebagai anak sentana. Istilah tersebut berasal dari kata sentana yang berarti
pelanjut keturunan. Di samping istilah sentana tadi di dalam hukum adat Bali
juga mengenal adanya istilah sentana rajeg’®, yaitu anak kandung perempuan
yang diangkat dan ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, yang
berarti ia telah beralih status dari perempuan (predana)’’ ke status laki — laki
(purusha), dan dalam hal anak sentana rajeg menyelenggarakan perkawinan
maka laki — laki yang menjadi suaminya berdiam serta masuk ke rumah
keluarga mempelai perempuan yang disebut dengan kawin sentana atau
nyeburin'®

Jadi anak kandung itu lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya
di dalam suatu keluarga atau rumah tangga.

Anak Tiri

Pengertian anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri
bersangkutan tetapi merupakan anak bawaan di dalam perkawinan
dikarenakan sebelumnya salah satu pihak atau masing — masing pernah
melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Dapat juga diartikan bahwa

anak tiri adalah anak dari seorang ibu atau bapak dalam ikatan perkawinan

yang berbeda, yang kemudian anak tersebut dibawa masing — masing dalam

1> Hadikusuma, op.cit., hal.77.
16 Sentana Rajeg adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut anak kandung perempuan yang

diangkat dan ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana, yang berarti ia telah beralih status
dari perempuan ke status laki — laki.

17 predana adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut keluarga dan keturunan baik ke atas

maupun ke bawah dari pihak keluarga perempuan.

'8 Kawin Nyeburin adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut seorang laki ~ laki yang

menjadi suami seorang Sentana Rajeg, berdiam serta masuk ke rumah keluarga mempelai perempuan.
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kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Dengan
demikian anak tiri dapat diartikan sebagai anak kandung yang dibawa oleh
suami atau istri ke dalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka
menyebutnya anak tiri'.
3. Anak Astera
Anak astera adalah anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya
disahkan?’. Atau dapat dikatakan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan
yang sah, akan tetapi ayah si anak ini diketahui identitasnya. Hal ini sedikit
berbeda dengan istilah anak Bibinjas, yaitu anak yang lahir di luar
perkawinan yang sah, akan tetapi ayahnya tidak diketahui identitasnya.
Menurut sejarah, istilah Anak astera tersebut timbul pada zaman kerajaan di
Bali, dimana seorang raja biasanya mempunyai banyak selir (selir raja ini
diambil dari seorang perempuan yang tidak berkasta). Anak dari selir ini
diakui oleh raja sebagai anaknya, akan tetapi antara raja dan ibu dari anak itu
tidak dalam suatu perkawinan yang sah, dan anak yang lahir dari hubungan
tersebut dikenal dengan istilah anak astera.
Bagi masyarakat adat Bali yang menganut agama Hindu, dalam salah satu Kitab
suci Hindu yaitu Manawa Dharmasastra, penjelasan pasal 161 buku IX,
menyebutkan bahwa scorang anak atau Putra adalah orang yang dapat
menyelamatkan roh leluhur dari ancaman neraka, apabila tidak memiliki anak
kandung maka dapat mengangkat anak, karena doa seorang anak dan sembah

** Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adsat Dengan Adat Istiadat dan Upacara
Adatnya, (Citra Aditya Bakti, 2003) hal.147.

® DR. VE Kom, Hukum Adat Waris Bali (Het Adatrecht Van Bali — Bab IX),
(FH&Pengetahuan Masyarakat Unud, s.a), hal.52.
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baktinya pada leluhur dapat memberi jalan menuju sorga. Dalam kitab tersebut
diceritakan kisah perjalanan roh leluhur yang tengah menderita di neraka, tanpa
ada yang mendoakan karena satu-satunya keturunannya yaitu Sang Jaratkaru
berkeinginan untuk menjalankan Swkla Brahmacari yaitu tidak menjalani
perkawinan sepanjang hidupnya. Demi menyelamatkan roh leluhur tersebut
akhirnya Sang Jaratkaru memilih seorang perempuan dan menikah agar
mendapatkan keturunan.

Dengan demikian makna yang dapat diambil dari isi kitab tersebut adalah setiap
keluarga memiliki tanggung jawab moral untuk memiliki keturunan, apabila
tidak memiliki anak kandung maka kelurga tersebut dapat melakukan
pengangkatan anak atau adopsi, sehingga dalam masyarakat adat Bali dikenal
pula istilah anak angkat.

4. Anak Angkat

Secara umum pengangkatan anak tidak hanya dilakukan oleh masyarakat adat
Bali. Para sarjana masing-masing memberikan pengertian sendiri mengenai
pengangkatan anak yang dirangkum oleh B.Bastian tafal dalam bukunya

sebagai berikut :

Mr. B. Ter Haar Bzn, menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah
perbuatan yang memasukkan ke dalam keluarganya seorang anak yang tidak
menjadi anggota keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan

kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu

biologis, hal mana bisa terjadi di Indonesia.
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Mr. MM Djoyodiguno dan Mr. Raden Tirtawinata menyebutkan bahwa
adopsi adalah pengangkatan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu
menjadi anak dari orang tua angkatnya, adopsi dilakukan sedemikian rupa
sehingga anak itu baik secara lahir (uiterlijk) maupun batin (innerlijk)
merupakan anak sendiri.
Mr. Raden Soepomo menyebutkan bahwa adopsi adalah mengangkat anak
orang lain..., dengan adopsi timbul hubungan hukum antara orang tua angkat
dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung 2,
Dalam peraturan perundang-undangan nasional, pengertian anak angkat
dituangkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, yang kemudian dituangkan kembali dalam peraturan
pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan anak, yang menyatakan bahwa Anak Angkat
adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga
orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan®.
Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pengertiannya tidak jauh berbeda
dengan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut di atas, akan tetapi

memiliki keistimewaan terkait dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang

*! B.Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta Akibat-Akibatnya Di
Kemudian Hari, (CV Rajawali, 5.a), hal 47.

? Indonesia, Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU no. 23
Tahun 2002, LN No 109 Tahun 2002.
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berlaku dalam hukum adat Bali. Untuk menelusuri perihal anak angkat ada tiga
hal yang dipakai tumpuan yaitu, bahwa orang yang melakukan anak angkat itu
harus berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa anak yang diangkatan
harus memenuhi syarat untuk itu. Bahwa untuk pengangkatan anak harus

dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak>.

B. Lembaga Pengangkatan Anak Dan Bentuk-Bentuk Pengangkatan Anak
Dalam Adat Bali
Sebuah keluarga merupakan dasar dari susunan masyarakat yang lebih luas.
Keluarga yang ideal pada umumnya terdiri dari seorang Bapak, Ibu dan
keturunannnya. Keturunan merupakan bagian yang sangat penting dalam
kelanjutan keberadaan keluarga tersebut. Sebagaimana disadari bersama bahwa
usia manusia ada batasannya, dan hanya keturunanlah yang dapat berperan untuk
menjaga nama baik dan melanjutkan generasi orang tuanya. Akan tetapi tidak
semua keluarga dapat diberi kesempatan memiliki keturunan oleh Tuhan Yang
Maha Esa. Faktor kesehatan, kesuburan pasangan suami istri dan faktor genetik
sangat mempengaruhi kemungkinan sebuah keluarga memiliki keturunan. Dalam
hal harus menghadapi kenyataan tidak dapat memiliki keturunan, maka yang
bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum mengangkat anak (adopst).
Dalam hubungannya dengan keturunan ini, di Bali dikenal adanya istilah
sentana yang mempunyai arti sama dengan anak keturunan. Istilah sentana dapat

dibedakan antara preti sentana dan sentana peperasan. Yang dimaksud dengan

B [ Ketut Artadi, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi
Yurisprudensi,(Setia Kawan, S.A), hal 36.
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preti sentana adalah sentana yang didapat secara langsung dari hubungan darah
karena adanya suatu proses perkawinan. Sedangkan sentana peperasan adalah
sentana yang didapatkan dengan suatu perbuatan hukum mengangkat anak
(adopsi), berdasarkan ketentuan hukum adat setempat.

Seperti diketahui, bahwa masyarakat Bali pada umumnya menganut sifat ke

Bapaan (Vaderrechtelijk) dalam susunan kekeluargaanya. Dan sifat ke Bapaan ini
nyata sekali tampak dimana isteri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula
selanjutnya anak — anak akan terkait kepada keluarga Ayah (suaminya) dan
secara langsung tidak ada hubungan lurus kepada keluarga Ibunya. Kewajiban-
kewajiban anak atau cucu juga cenderung kepada keluarga Bapaknya serta hak —
hak yang ia peroleh juga berasal dari pihak bapaknya, dan hampir tidak
berhubungan dengan pihak keluarga ibunya.
Sebagai konsekuensi dianutnya sifat ke Bapaan, maka hal utama yahg menonjol
adalah keturunan laki-laki. Anak laki-laki akan meneruskan kehidupan atau
keturunan keluarga itu, sedang anak perempuan pada saat menikah ikut dengan
suaminya.

Tujuan lembaga mengangkat anak atau sentana ialah melanjutkan keturunan
dari keluarga pihak Bapak (purusq) agar di kemudian hari, sesudah yang
mengangkat meninggal, ada keturunan yang melakukan upacara Ngaben sebagai
penghormatan jenazah dan penghormatan pada rohnya di dalam sanggah atau
merajan yang mengangkat. Sebagaimana pula dikatakan oleh Dr. V.E Kom
bahwa: |

“Apabila seorang Bali yang tidak berputera, memungut seorang anak laki-
laki, maka yang demikian itu tidak dilaksanakannya semata-mata untuk
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kesenangannya sendiri, melainkan oleh karena ia merasa wajib untuk
menjaga lanjutnya keluarganya. Lagipula bagi seorang Bali penting sekali
bahwa mempunyai seorang putera, yang akan meneruskan pemujaan dalam
pemerajan atau dalam sanggah sesudah ia meninggal dunia dan yang akan
mengurus pembakaran jenazahnya” %*
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, I Ketut Artadi memberikan pendapat
bahwa :
“Tujuan pengangkatan anak pada hakekatnya untuk melanjutkan keturunan
dan tidak boleh dilupakan adalah juga untuk memikul kewajiban keagamaan

untuk kepentingan kehidupan immateriil sebagai konsekuensi dan kuatnya

ikatan pewaris terhadap badan yang mesti dipikul dan dilaksanakan, setelah
pewaris yang mengangkat anak meninggal dunia” %,

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya ada beberapa hal yang dapat

melatar belakangi adanya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- Adanya kepercayaan bahwa bagi mercka yang tidak mempunyai anak
(putra), apabila telah meningga] dunia nantinya akan mendapat neraka.
Karena tidak ada keturunan yang menyembah atau berbakti kepada
arwahnya.

.- Dalam Hubungan masyarakat (sosiologis), pengangkatan anak itu akan
meringankan beban orang tua angkatnya, sebab anak angkat dapat
mengantikan kedudukan ayah angkat sebagai anggota yang dalam bahasa
Bali disebut krama Desa atau krama Banjar.

- Ditinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak merupakan suatu

perbuatan yang penting yaitu menentukan kedudukan anak angkat, menjadi

24 R. Supomo, Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat, (Pradnya Paramita,
1978), hal22.
% Artadi, op.cit.,hal 9.
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sama kedudukannya sebagai anak kadung pada orang tua angkatnya.

Sedangkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus®®.

Dalam perbuatan hukum Pengangkatan anak menurut hukum adat melekat
sifat-sifat hukum adat yaitu berupa mentalitas yang bersifat religio-magis,
mengutamakan kebersamaan atau komunal, kontan atau tunai dan cara berfikir
yang konkrit?”. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengangkatan anak yang
dilakukan dalam suatu bentuk upacara yang disebut upacara Widiwidana atau
Upacara peperasan yang bertujuan untuk melepaskan hubungan anak yang
diangkat dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk ke dalam lingkungan
keluarga yang mengangkat. Dengan adanya pengangkatan anak menimbulkan
hak dan kewajiban si anak angkat yang dulunya berada dalam lingkungan
keluarga sendiri kini berada dilingkungan keluarga pengangkat. Baik itu bersifat
material maupun yang bersifat immateriil (moral), maka dengan demikian anak
angkat dalam keluarga di Bali mempunyai kedudukan yang sama dengan anak
kandung.

Bentuk-bentuk pengangkatan anak yang dijumpai di Bali adalah sebagai berikut:
1. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama sekali
tidak memiliki keturunan.
2. Pengangkatan anak perempuan yang diberi status “Purusha” sebelum
perkawinan Nyeburin, yang disebut “Sentana Rajeg”, dikarenakan suami-

istri hanya memiliki anak perempuan, hal mana anak tersebutlah yang

26 Team Peneliti FH Unud, Hukum Adat Bali (FH Unud & BPHN, 1980/1981) hal.48.
271 Gusti Ketut Sutha, Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat & Pembangunan, (FH &
Pengetabuan Masyarakat Unud, 1980), hal 2.
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pada akhirnya menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana anak laki-
laki.

Menurut hukum Adat Bali, pada prinsipnya hanya anak laki — laki yang
lahir dari perkawinan yang sah menjadi ahli waris dari orang tua. Namun
kenyataan pada masyarakat hukum adat Bali seorang anak perempuan berhak
menjadi senfana rajeg, yaitu memberikan perubahan status atau kedudukan
hukum dengan mengangkat anak perempuan tersebut, sehingga mempunyai
status atau kedudukan sebagai senfana laki-laki.

Dalam hubungannya dengan sentana rajeg, maka kiranya yang penting
untuk diperhatikan juga adalah perkawinan yang menyertainya. Seorang anak
perempuan yang berkedudukan sebagai senfana rajeg, apabila melangsungkan
perkawinan maka suaminya masuk dan menjadi atau mengikuti keluarga pihak
istrinya. Dan selanjunya keturunan yang dihasilkan adalah merupakan pelanjut
dari pihak keluarga istrinya. Dengan kata lain, dalam kekeluargaan dan
pewarisan, laki — laki yang kawin dengan seorang perempuan yang berstatus
sebagai sentana rajeg, berkedudukan atas SRTSIAIUS sebagai perempuan. Adapun
bentuk perkawinan laki — laki dengan perempuan senfana rajeg disebut kawin
“nyeburin’.

Dr. V.E Ko dalam bukunya yang diterjemahkan oleh I Gde Wayan Pangkat
menyebutkan bahwa:
“Kawin Nyeburin (inlijfhuwelijk), artinya bila si pria memasuki klan
si isteri yang tetap berada di rumahnya menjadi pelanjut keturunan
orang tuanya sebagai anak “sentana Iuh atau sentana rajeg” atau
anak sentana perempuan, perlu diingat bahwa suami yang demikian

jtu hanya dalam hukum waris atas warisan mertuanya berkedudukan
sebagai wanita, sedangkan dalam hal-hal lainnya seperti dalam
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perkawinan, dia tetap berkedudukan atau berbadan laki-laki dalam
batas-batas atau syarat-syarat tertentu” 2%,
3. Perbuatan Hukum “Mekidihang Raga / Nyerahang Raga”dilakukan oleh
seseorang atau suami istri yang :
— Tidak memiliki keturunan sama sekali ;
-~ Memiliki keturunan akan tetapi telah meninggal.
- Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah dan
masuk dalam kerabat suaminya.
Pada dasamya perbuatan hukum mekidihang raga bukan merupakan
pengangkatan anak, akan tetapi suami istri tersebut menyerahkan dirinya
berikut harta kekayaan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan
kekerabatan, berdasarkan suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat
pernyataan, dengan imbalan bahwa orang tersebut menjalankan hak dan
kewajiban sebagaimana seorang anak, baik suami-istri masih hidup

maupun setelah meninggal.

C. Syarat Formil dan Materiil Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat Bali
Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali merupakan suatu perbuatan
hukum yang terikat oleh norma-norma adat. Dalam setiap tatanan norma
tersebut mencerminkan syarat-syarat formil dan materiil tertentu yang harus
dipenuhi agar pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sah dan

diakui, serta tidak disangsikan kebenarannya oleh lembaga dan masyarakat

28 v.E Korn, op. cit., hal.38.

24
Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008




adat. Setiap tatanan kehidupan masyarakat adat Bali dilingkupi oleh falsafah
Tri Hita Karana, yang mengatur harmonisasi hubungan manusia dengan
manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuban Yang Maha Esa.
Di samping itu masyarakat adat Bali mengenal tiga kerangka hidup yang terdiri
atas Aturan Agama atau Kepercayaan, Aturan Susila atau Etika, dan Aturan
Upacara atau Ritual. Sebagaimana ciri dan sifat hukum adat maka tidak semua
bentuk aturan tersebut dapat dijumpai dalam bentuk tertulis, akan tetapi
merupakan pemahaman yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat secara turun
temurun yang dalam bahasa Bali disebut “Prarem”.

Perbuatan hukum pengangkatan anak merupakan sebuah kebutuhan yang
telah menjadi bagjan dari dinamika masyarakat adat Bali. Ketentuan tertulis
mengenai lembaga pengangkatan anak .yang memuat ketentuan dan syarat
pengangkatan anak secara singkat pertama-tama dibuat pada zaman kerajaan
Bali oleh seorang Residen untuk wilayah Bali dan Lombok bernama Liefrinck,
yang pada mulanya berlaku untuk wilayah Kabupaten Buleleng, akan tetapi
diberlakukan pula untuk seluruh kabupaten di Bali adalah Peraturan Peswara
tanggal 13 Oktober 1900 Tentang Hukum Waris Yang Berlaku Bagi Penduduk
Hindu Bali, dalam pasal 11 Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan
antara lain menyebutkan bahwa :

Pasal 11
(Tentang pengangkatan anak atau sentana peperasan)
¢)) Apabila orang-orang tergolong dalam kasta manapun juga yang
tidak mempunyai anak laki-laki, berkehendak mengangkat

seorang anak (meras sentana) maka mereka itu harus
menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga
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sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat
kedelapan.

Orang boleh menyimpang dari peraturan di atas dengan izin
sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga yang lebih dekat
hubungan kekeluargaannya dengan anak yang ingin dijadikan
sentana dibandingkan dengan mereka yang hendak melakukan
pengangkatan itu, atau setelah mendapat izin dari pemerintah,
apabila pemerintah berpendapat bahwa cukup terdapat alasan
untuk menyimpang dari peraturan seperti yang disebutkan dalam
pasal ini ayat (1).

Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga lelaki yang
sedarah sampai derajat tersebut di atas, maka pilihannya adalah
bebas dengan pengertian (akan tetapi), bahwa baik di dalam hal
pertama maupun di dalam hal yang kedua seorang tidak boleh
diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu telah
pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan
sumpah.

Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak-anak sentana

lharus dibuatkan surat di kantor kepala kabupaten (controlir).

Seorang anak sentana mempunyai hak-hak dan kewajiban-

kewajiban terhadap mereka yang mengangkatnya sama sebagai
anak kandung akan tetapi ia kehilangan hak-haknya atas bagian
harta peninggalan di rumah keluarganya sendiri®®.

Lahirnya ketentuan adat tertulis seperti tersebut, tidak lepas dari
pengaruh ajaran Hindu yang diresepir ke dalam hukum adat. Perihal anak
angkat memiliki hak mewaris disebutkan dalam Kitab Manawa Dharma Sastra
Bab IX pasal 159 %,

Dengan demikian perbuatan hukum pengangkatan anak memiliki beberapa

syarat baik formil maunpun materiil yang mutlak harus dipenuhi, sehingga di

kemudian hari tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam lingkungan

keluarga.
2 V.E Korm, op.cit.,hal.64.
% Gde Pudja, Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat Di Bali Dan

Lombok, (C.V Junasco, 1977) hal 71. 21 Bal Lan
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Salah satu syarat yang utama adalah adanya persetujuan dari kedua belah
pihak baik pihak keluarga yang mengangkat maupun keluarga yang diangkat.
Pihak yang akan mengangkat anak harus mengadakan musyawarah terlebih
dahulu untuk menentukan anak siapa atau saudara yang mana yang akan
diangkat, setelah itu baru mendatangi pihak keluarga yang akan diangkat untuk
membicarakan perihal pengangkatan tersebut. Apabila telah mendapat
persetujuan dari keluarga anak yang bersangkutan dan tidak ada lagi keberatan
dari pihak lain maka barulah ditentukan hari baik untuk pelaksanaan upacara
Widhi Widana atau peperasan. Namun dalam hal ini menurut kebiasaan hukum
adat Bali dan sebagaimana telah tertulis dalam peraturan peswara tanggal 13
Oktober tahun 1900, maka harus ditaati bahwa pengangkatan anak diambil dari
lingkungan keluarga purusa atau laki-laki terlebih dahulu, apabila tidak ada
yang pantas diangkat dari keluarga purusa barulah diambil dari lingkungan
keluarga Predana atau perempuan. Apabila dari kedua lingkungan keluarga
tersebut tidak ada, barulah diperbolehkan mengangkat anal, {an luar keluarga
atau masyarakat tuas,.

Pada umumnya dalam masyarakat adat Bali, anak yang akan diangkat itu
diusahakan terlebih dahulu berjenis kelamin laki — laki, apabila tidak ada anak
laki — laki barulah diangkat anak perempuan. Hal ini sesuai dengan sistem
kekeluargaan Patrilineal atau ke-Bapaan yang dianut masyarakat adat Bali.

Persyaratan pengangkatan anak yang harus dipenuhi dalam masyarakat

adat Bali meliputi syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut :
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1. Syarat Materiil, terdiri dari :
a. Mengenai diri orang yang melakukan pengangkatan anak.

- Sudah pernah atau masih dalam ikatan suami istri. (Pada umumnya
daha tua dan teruna tua atau laki-laki maupun perempuan yang belum
menikah tidak diperkenankan mengangkat anak).

- Memiliki penghasilan yang layak atau harta benda untuk menghidupi
keluarga dan anak angkatnya.

- Tidak memiliki utang atau kewajiban lainnya terkait dengan
kewajiban terhadap organisasi banjar adat dalam lingkungannya.

b. Mengenai diri orang yang akan diangkat anak.
Harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- Pada umumnya belum dewasa,

- Usia anak yang diangkat harus lebih muda dari yang mengangkat,

- Diutamakan anak laki-laki, apabila yang diangkat anak perempuan,
maka statusnya harus diubah menjadi laki-laki (purusa) dengan jalan
menetapkan menjadi sentana rajeg. Sehingga suaminya kemudian
akan berstatus perempuan (predana)®’.

Mengenai kedewasaan seorang anak angkat pada saat diangkat anak,
dalam prakteknya tidak selalu anak angkat tersebut harus belum
dewasa. Baik anak baru lahir, maupun seorang yang sudah dewasa,
malahan yang sudah kawinpun dan mempunyai anak dapat dijadikan

anak angkat. Pokoknya anak angkat itu hanya tidak boleh lebih tua

31 Team Peneliti FH Unud, op.cit., hal.49.
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dari orang tua angkatnya. Dan pada waktu upacara pemerasan
seseorang yang sudah mempunyai anak, oleh orang tua angkat, si istri
serta anak-anak dari anak yang diperas atau diangkat itu, sekaligus
dinyatakan menjadi menantu dan cucunya yang sah. Hal ini guna
menghindari keragu-raguan tentang status mereka, karena perbuatan
khusus untuk pemerasan menantu dan cucu-cucu tidak ada. Hal ini
juga disebutkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal
28 Oktober 1966 no 76/Pdt/1966/PT.Dps, Pengangkatan anak atau
sentana hanya dapat dilakukan terhadap si laki-laki (suami) saja,
apabila pengangkatan anak itu dilakukan terhadap orang yang masih
terikat dalam perkawinan®”.

Mengenai usia anak yang diangkat lebih muda dari yang mengangkat
ini sangat logis, mengingat dalam Perbuatan hukum pengangkatan
anak yang paling ditonjolkan sesungguhnya adalah kepentingan
kelanjutan keturunan dan kehidupan immateriil, dimana orang tua
yang mengangkat dapat menjalankan kewajiban selaku orang tua,
sebaliknya anak yang diangkat juga dapat menjalankan kewajiban
seorang anak, sebagaimana anak kandung.

Berdasarkan informasi dari Bapak I Wayan Buda, salah satu sesepuh
adat lingkungan banjar Sudimara Kelod, mengatakan bahwa dalam
masyarakat adat Bali pengangkatan anak kebanyakan yang dalam usia

masih bayi atau balita, dengan alasan bahwa anak angkat yang masih

32 Tafal, op.cit., hal.92.
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bayi kemungkinan besar tidak tahu mengenai asal usul atau identitas
diri yang sebenarnya, sehingga secara psikologis anak tersebut tidak
merasa malu atau rendah diri dalam pergaulan dengan teman-
temannya”.
Dalam hal diutamakan mengangkat anak laki — laki, Hal ini sangat
terkait dengan sistem kekeluargaan patrilineal atau ke-Bapaan yang
dianut masyarakat adat Bali.

2. Syarat Formil, meliputi tata cara pengangkatan anak dan upacara ritual

sesuai adat istiadat di dacrah setempat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, secara konsepsi

adat harus disaksikan oleh :

a. Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan Dewa Saksi*?, yang dilaksanakan
dengan upacara ritual keagamaan yang disebut Widhiwidana atau
peperasan.

Upacara ini dilaksanakan setelah dicapai kata sepakat antara pihak
keluarga yang mengangkat dan pihak keluarga yang akan diangkat, maka
dilaksanakan upacara pengangkatan anak yang secara ritual berupa
upacara keagamaan yang disebut upacara Widi widana atau peperasan
yang bertujuan sebagai pemutus hubungan si anak yang diangkat dengan
orang tua kandungnya. Dalam upacara ini disimbolkan membakar benang
tiga warna yang disebut Tridatu. Upacara dipimpin oleh pemangku atau

pandita, disaksikan oleh Prajuru Desa atan sesepuh desa, ketua adat,

33 Tokoh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.
* Dewa Saksi adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut upacara ritual yang ditujukan
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa.
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ketua lingkungan banjar setempat, dan keluarga kedua belah pihak.
Makna dari upacara tersebut adalah hak dan kewajiban si anak angkat
dalam bidang agama (immateriil) beralih dari orang tua kadung ke dalam
lingkungan keluarga orang tua pengangkat, seperti misalnya si anak
angkat mempunyai kewajiban harus mengabenkan orang tua angkat jika
meninggal dunia nanti serta menyembah sanggah atau pemerajan milik
orang tua angkatnya tersebut.

Dalam upacara ini dilakukan juga penyerahan sejumlah benda yang
nilainya dianggap pantas dari pihak orang tua yang mengangkat kepada
orang tua asal si anak, hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi
orang tua kandungnya serta untuk memutuskan ikatan anak dengan orang
tuanya. Pengambilan anak dan penyerahan benda — benda ijtu terjadi
secara tunai dan serentak pada saat yang bersamaan.

b. Manusa Saksi

Yang dimaksud Manusa Saksi>> yaitu pelaporan dan pengumuman atau
siar yang dilaksanakan di balai desa kepada khalayak umum, disaksikan
oleh Prajuru Desa atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar
setempat, beserta masyarakat sekitarnya mengenai telah dilaksanakannya
pengangkatan anak. Dengan demikian lembaga adat mengakui dengan
terang, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua angkat dan anak

angkat sebagai bagian dari anggota komunitas a3\ hersangkutan.

** Manusa Saksi adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut suatu tindakan atau prosesi yang
ditujukan untuk warga lingkungan setempat
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Setelah dilaksanakan siar kepada masyarakat, menurut informasi dari
Bapak Ketut Sukarena sescharusnya pengangkatan anak tersebut
dicatatkan dalam sebuah akta otentik yang dikeluarkan oleh catatan sipil
setempat, akan tetapi dalam masyarakat adat tradisional Bali umumnya
pencatatan dilakukan di kantor desa yang ditandatangani oleh ketua adat,
ketua lingkungan banjar, dan kepala desa, kemudian diteruskan ke kantor
kecamatan untuk mendapatkan pengesahan dari camat setempar"’s.
c. Butha saksi

Yang dimaksud Butha Saks’’i yaitu upacara berupa persembahan sesajen
yang ditujukan kepada mahluk-mahluk di luar alam manusia, agar tidak
mengganggu ketentraman dan kebahagiaan keluarga yang baru disatukan
tersebut. |

Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, reg. no. 1461

K/Sip/1974, menyatakan bahwa, Menurut hukum adat Bali, pengangkatan anak

harus disertai upacara “Peperasan” tersendiri dan penyiaran di banjar

merupakan syarat mutlak®®,

Dari uaraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak

mempunyai sifat sebagai perbuatan hukum rangkap dan juga bersifat magis

religius, terang dan tunai. Dikatakan sebagai perbuatan hukum rangkap karena

di dalam pengangkatan anak ini terdapat dua (2) perbuatan hukum yaitu :

3 Sesepuh Desa Sudimara, Bali, 14 Maret 2008.

37 Buhta Saksi adalah istilah Bahasa Bali untuk menyebut upacara ritual yang ditujukan
kepada alam diluar manusia.

%8 Chidir Ali, Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia, (Pradnya
Paramita, 1979) hal.134.
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1. Melepaskan anak tersebut dari keluarga orang tua kandungnya.
2. Memasukan anak tersebut kepada keluarga orang tua yang
mengangkatnya.

Perbuatan — perbuatan tersebut selalu disertai dengan upacara ritual keagamaan,
hal ini nyata sekali nampak bahwa alam pikiran religius magis sangat berperan.
Disamping itu perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan terang tidak
sembunyi — sembunyi, karena itu haruslah disaksikan oleh kepala masyarakat
adat yang pada gilirannya akan mengumumkannya kepada seluruh anggota
masyarakat adat. Pada saat pengambilan anak umumnya kepada orang tua
kandungnya diserahkan suatu benda yang nilainya dianggap setara dengan si
anak, hal ini berfungsi sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya
serta untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya. Pengambilan anak
dan penyerahan benda—benda itu terjadi secara serentak pada saat yang
bersamaan. Dengan telah dilakukannya tingkatan—tingkatan upacara dan acara
seperti tersebut di atas, maka secara adat dapat dikatakan bahwa pengangkatan

anak itu adalah sah.

D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengangkatan anak atau
adopsi merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum pengangkatan
anak didasari oleh beberapa unsur, antara lain :
1. Kesepakatan kedua belah pihak baik keluarga yang mengangkat maupun

pihak keluarga yang diangkat.
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2. Penyelenggaraan ritual upacara adat dan keagamaan dipimpin oleh pendeta
pinandita.
3. Pengumuman di hadapan masyarakat adat disaksikan sesepuh adat dan
ketua lingkungan banjar.
4. Pencatatan secara formal pada lembaga pemerintahan atau catatan sipil.
Setiap perbuatan hukum diikuti oleh berbagai akibat hukum sebagai

konsekuensi yang timbul dari sebush tindakan hukum. Pengangkatan anak

adalah perbuatan hukum yang bergerak dalam lapangan hukum keluarga,

dengan demikian akibat hukum yang paling menonjo! dalam lapangan hukum

keluarga adalah timbulnya hak dan kewajiban yang semestinya dijalankan baik

oleh anak angkat maupun orang tua angkat serta adanya system pewarisan yang

timbul terhadap anak angkat sebagai generasi penerus dari orang tua angkatnya.

Hak dan kewajiban yang timbul dapat diperinci sebagai berikut :

1. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat
Akibat Hukum dari pengangkatan anak menurut hukum adat Bali
menentukan kedudukan, hak dan kewajiban bagi anak yang diangkat
terhadap orang tua angkatnya dan begitu pula sebaliknya bagi orang tua
angkat terhadap anak angkatnya. Peristiwa pengangkatan atau pemerasan
anak dengan upacara Widhi Widana menurut Hukum Adat Bali (Hindu)
membawa akibat hukum bahwa : Hubungan kekeluargaan dengan keluarga
asalnya menjadi putus dan anak tersebut masuk menjadi anggota keluarga

pengangkat dimana ia mendapat hak serta kedudukan sebagai anak kandung.
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Dalam hal demikian si anak angkat secara lahiriah tidak lagi mempunyai hak
dan kewajiban terhadap keluarga kandungnya.
Prof. Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa:

“Kedudukan anak angkat demikian sama halnya dengan kedudukan anak
kandung yang akan menjadi penerus dan pewaris selanjutnya dari orang
tua angkatnya dan anak angkat itu tidak lagi mewaris dari orang tua
kandungnya kecuali apabila orang tua kandungnya tidak mempunyai anak
'lciagfif‘;ain’ sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang

Hukum adat mengenal hak dan kewarisan sebagai akibat dari pada adopsi, yaitu

anak yang diangkat kehilangan hak mewaris dari orang tua aslinya®’.

a. Terhadap Orang Tua Angkat
Anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, dan
berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya
baik secara moril maupun materiil seperti merawat dan menjaga orang tua
angkatmnya serta menyelenggarakan upacara Ngaben, dan mendoakan
arwah orang tua angkatnya apabila meninggal dunia nanti.
b. Terhadap orang tua kandung

Seperti apa yang telah diuraikan di depan, perbuatan pengangkatan anak
di Bali adalah suatu perbuatan yang memutuskan hubungan tali
kekeluargaan secara lahiriah antara anak angkat dengan orang tua
kandungnya sendiri. Anak angkat tidak memiliki hubungan kewarisan
dari keluarga asalnya kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ia

akan diberi warisan oleh orang tua kandnpnya. Anak angkat sepenuhnya

* Hadikusuma, op.cit., hal.149.
“° Tafal, op.cit., hal.17.
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mendapat bagian warisan dari lingkungan keluarga pengangkat.
Sekalipun secara lahiriah hubungan antara anak angkat dengan orang tua
kandungnya putus, akan tetapi secara bathiniah hubungah tersebut tetap
ada, seperti misalnya kewajiban membantu orang tua secara materiil dan
secara immaterill menyembah dan mendoakan arwah orang tua
kandungnya setelah meninggal dunia nanti. Sebagai tanda baktinya dan
hutangnya kepada yang melahirkan.
c. Terhadap Banjar/ Desa Adat
Pengangkatan seorang anak menurut Hukum Adat Bali, dianggap sah
apabila telah disiarkan di lingkungan banjar atau desanya. Tindakan
penyiaran di dalam rapat banmjar di hadapan masyarakat banjar
merupakan suatu keharusan, agar apa yang terjadi di lingkungan keluarga
warga banjar bersangkutan dapat diketahui oleh warga banjar lainnya.
Dengan demikian anak yang diangkat nantinya dapat diterima sebagai
warga setempat dan mendapat pengakuan serta hak untuk menjalankan
kewajiban seperti layaknya warga banjar lainnya. Apabila anak angkat itu
telah dewasa diharapkan dapat mewakili orang tua angkatnya dalam
hubungannya dengan kegiatan kerja desa ( furun ngayah ).
2. Hak dan Kewajiban orang tua angkat
Telah disebutkan sebelumnya, bahwa kedudukan anak angkat dalam
masyarakat adat Bali sama dengan anak kandung, dengan demikian maka
hak dan kewajiban orang tua angkat tidak berbeda dengan orang tua

kandung. Orang tua angkat memiliki kewajiban materiil terhadap anak
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angkatnya, yaitu memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak serta
memberikan warisan untuk kelanjutan kehidupan anak tersebut. Secara
immateriil orang tua angkat berkewajiban melaksanakan upacara adat dari
si anak angkat masih bayi sampai dewasa, yang terdiri dari upacara metelu
bulanan (tiga bulanan Yvayl), upacara potong gigi pada saat anak menginjak
remaja, serta menyelenggarakan upacara pernikahan anak tersebut.
Sebaliknya yang menjadi hak orang tua angkat adalah si anak angkat
bertanggung jawab terhadap orang tua angkatnya baik secara moril maupun
materiil seperti merawat dan menjaga orang tua angkatnya serta
menyelenggarakan wupacara Ngaben, dan mendoakan arwah orang tua
angkatnya apabila meninggal dunia nanti. Disamping itu anak angkat wajib
menjaga dan memelihara peninggalan almarhum baik materiil maupun
immateriil.

Yang terpenting di dalam pengangkatan anak adalah tidak dikehendakinya
pengangkatan anak itu berakibat larinya harta dari pewaris kepada orang luar
yang tidak berkewajiban, tidak terikat kewajiban untuk menyembah arwah
leluhur pewaris*!.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa bentuk-bentuk pengangkatan anak terdiri
dari :

1. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama

sekali tidak memiliki keturunan.

' Artadi, op.cit, hal.41.
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Dalam bal ini, kedudukan hukum seorang anak angkat adalah sama
dengan anak kandung. Sebagaimana disampaikan oleh DR.V.E Ko
bahwa:

“Seorang anak angkat (sentana peperasan) diperlakukan sama
sebagai anak kandung sendiri, juga terhadap harta warisan dan
sebaliknya si anak itu kehilangan hak warisnya di rumah
keluarganya sendiri dan ia berkewajiban untuk menyelenggarakan
upacara pembakaran jenazah (Ngaben) pada saat orang tua
angkatnya meninggal dunia® **

Kedudukan hukum yang sama yang diberikan terhadap anak angkat

sebagaimana halnya anak kandung, menyebabkan pula bahwa anak angkat

memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung.

Anak angkat mewarisi seluruh harta warisan orang tua angkatnya yang terdiri

dari :

1. Dwe Tengah (Harta pusaka) yang belum dibagi-bagi

2. Peguna kaya
Harta tersebut dapat berupa :
- Barang nyata : tanah/perhiasan
- Barang sacral : keris pusaka

— Barang keagamaan  : sanggar pemujaan atau Merajan.
3. Harta pemberian kepada anak perempuan yang menikah (harta bawaan
dari ibu angkat - Jiwa Dana).

2 y E Kom, op.cit , hal. 17.
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4. Harta yang didapat orang tua angkatnya selama perkawinannya (Guna
Kaya)43 .
Disamping kewajiban untuk menyelenggarakan upacara Ngaben pada saat
orang tua angkat meninggal maka seterusnya anak angkat wajib memelihara
segala peninggalan almarhum baik materiil maupun immateriil, menjalankan
kewajiban almarhum selaku anggota atau krama adat dalam lingkungan
banjarnya, menyelenggarakan upacara keagamaan pada saat hari suci, serta
memberi penghormatan dan mendoakan arwah almarhum agar sedianya
diterima di alam surga. Dharma seorang anak terhadap orang tua angkat
disebut “Putera Sesana”. Dalam hal seorang anak angkat tidak menjalankan
dharma atau kewajibannya tersebut, maka anak angkat dapat dipecat dari
kedudukannya oleh keluarga besar orang tua angkatnya, yang pada akhirnya
berakibat pada hilangnya hak yang bersangkutan untuk menguasai, atau
menikmati harta warisan orang tua angkatnya.
Perbuatan demikian dikenal dengan istilah “d/paka Ring Rerama”,misalnya :
1. melakukan perbuatan-perbuatan diluar peri kemanusiaan, seperti
percobaan pembunuhan dan atau memaki-maki dengan kata-kata kasar
orang tua angkatnya ;
2. Tidak menjalankan kewajiban sosial agama ;
3. Tidak mempergunakan kekayaan orang tua angkat sebagaimana

mestinya (dihambur-hamburkan);

3 Mahkamah Agung, Penelitian Hukum Adat Tentang Warisan Di Wilayah Hukum PT
Denpasar (Proyek Penelitian Hukum Adat, s.a) hal 54.
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4. Bersikap dan berperilaku yang sngat tercela, main judi, mabuk, dan
lain-lain®.

Selain anak angkat sebagaimana tersebut di atas, seorang sentana yang Kawin

Nyeburin pada seorang sentana Rajeg, apabila tidak menjalankan dharmanya

sebagai sentana nyeburin maka dapat diberhentikan kedudukannya sebagai

sentana nyeburin.

Contoh Dan Analisa Kasus Pengangkatan Anak
Dalam Adat Bali

Dalam dinamika kehidupan masyarakat adat Bali dewasa ini,
perbuatan hukum pengangkatan anak masih merupakan bagian yang dijumpai
dalam keseharian masyarakat. Sebagaimana halnya yang terjadi wilayah Desa
Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam Awig-awig
Adat desa Sudimara disebutkan sebagai berikut :

Palet IX
Ngangkat Sentana

Paos 41
Sane dados idih anggen sentana jadma sane durung merabian tur tuwuh ipun
alitan ring sane ngidih. Pinih riin kapatutan ngambil saking semeton lanang
sane kantun karajegang sentana. Yan ten wenten iriko wawu ngerereh ring
turunan mina siki misan saking purusa/tunggalan, selantur ipun ngantos ke
sanggah gede lan pejenengan.

Paos 42
Ngangkat sentana yang tan tinut ring paos 41 ring ajeng, nenten kasinanggih

sah manut Banjar Adat puniki, sajawaning polih kabebasan saking pakadang
ipun sane pinih nampek.

4 Tafal, op.cit., hal.17.
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Paos 43
Ngangkat sentana dados anak lanang utawz istri, sane meras keni batu 10 kg,
tur penyaksi Rp 5000,- (limang tali rupiah)™.

Adapun terjemahan dari ketentuan awig-awig adat tersebut adalah sebagai
berikut :

BAB IX
Pengangkatan Anak

Pasal 41
Yang dapat diangkat anak adalah orang yang belum menikah dan usia anak
angkat harus lebih muda dari yang mengangkat. Pertama-tama dibolehkan
mengangkat dari pihak saudara laki-laki, apabila tidak ada baru pihak sepupu
garis laki-laki, dan apabila tidak ada dibolehkan mengambil dari saudara
menyamping yang masih dalam satu klan pemujaan.

Pasal 42
Pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41 tersebut di

atas, maka dianggap tidak sah menurut banjar adat, kecuali telah disetujui
oleh saudara garis laki-laki yang paling dekat.

Pengangkatan anak baik laki-laki gﬁu?perempuan, dikenakan sumbangan
kas adat sejumlah 10 kg (sepuluh kilogram) beras, dan uang saksi adat
sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).

Beberapa contoh pengangkatan anak yang terjadi di wilayah Desa

Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali antara lain :

1. Contoh perbuatan hukum pengangkatan anak pada umumnya dikarenakan
suami-istri tidak memiliki keturunan, perbuatan hukum ini dialami oleh
pasangan suami istri I Gusti Nyoman Bumi Alit Widiantara dan Gusti
Ayu Made Ariani bertempat tinggal di Banjar Cengolo, Desa Sudimara,

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali, yang mengangkat

seorang anak yang bernama I Gusti Putu Agung Aryana Adiputra, yaitu

4 Awig-Awig Adat Panca Kerti, Desa Sudimara, Tabanan-Bali
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anak kandung dari Gusti Made Suasana (yang saat ini telah almarhum)
dengan Gusti Ayu Surasmini.

Ayah kandung dari anak yang diangkat ini dengan ayah angkatnya
merupakan hubungan saudara kandung, kakak beradik.

Pengangkatan anak tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2000,
disaksikan oleh Gusti Ketut Puja selaku sesepuh adat, I Nyoman Sundera
selaku ketua lingkungan banjar, dan I Made Wirya Astawa selaku
prebekel Desa Sudimara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyoman Sundera selaku
kepala lingkungan banjar yang turut menyaksikan proses pengangkatan
anak tersebut adalah sebagai berikut :

= Sebelum upacara pengangkatan anak diselenggarakan, sebelumnya
telah dilakukan beberapa kali musyawarah keluarga. Para keluarga
dekat dalam satu lingkungan purusha turut dimintai persetujuan
mengenai rencana pengangkatan anak tersebut, dan dituangkan dalam
bentuk tertulis.

Dalam musyawarah tersebut dicapai kesepakatan pengangkatan anak
yang pada saat itu berusia kurang lebih enam tahun.

Upacara Peperasan dipimpin oleh pendeta yang bernama I Gusti Putu
Buda.

Setelah upacara selesai dilaksanakan, berhubung para sesepuh adat

sudah hadir di tempat, sekalian dilakukan siar dengan mengundang

warga sekitar.
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~ Secara formil pengangkatan anak tersebut dituangkan dalam surat
antara lain :

1. Surat pemmyataan orang tua kandung untuk
menyerahkan anak tersebut kepada orang tua
angkatnya, diketahui oleh kepala adat dan kepala
lingkungan banjar Cengolo, serta prebekel Desa
Sudimara.

2. Surat pernyataan penerimaan anak tersebut oleh orang
tua angkatnya diketahui oleh kepala adat dan kepala
lingkungan banjar Cengolo, serta prebekel Desa
Sudimara.

3. Surat keterangan dari kantor desa Sudimara mengenai
pelaksanaan pengangkatan anak, ditandatangani oleh
kepala desa Sudimara, kepala adat dan kepala
lingkungan banjar Cengolo, prebekel Desa Sudimara
serta dikuatkan oleh Camat Tabanan®.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, analisa yang dapat dilakukan oleh
Penulis adalah pengangkatan anak yang terjadi di lingkungan banjar
cengolo Desa Sudimara tersebut, telah memenuhi ketentuan awig-awig
adat maupun peswara yang berlaku secara umum, antara lain telah

memenuhi :

46 Sesepuh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.
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— Pengangkatan anak diambil dari saudara dekat derajat ketiga (anak
dari kakak kandung atau ponakan) yang berarti masih dalam
lingkungan purusha.

- Diutamakan mengangkat anak dari pihak laki-laki, dan anak yang
diangkat pun anak laki-laki.

— Pengangkatan anak dilaksanakan dengan upacara peperasan yang
dipimpin oleh pendeta.

— Disaksikan para sesepuh adat dan disiarkan pada masyarakat, warga
banjar.

- Dicatatkan secara tertulis disahkan oleh pejabat pemerintahan.

Dalam sebuah penelitian hukum adat mengenai warisan di wilayah

Pengadilan Tinggi Dmpm, disebutkan bahwa untuk daerah Tabanan

dinyatakan bahwa pengangkatan anak itu adalah diutamakan keluarga

kepurusha dengan hirarki yang terdekat terlebih dahulu, bila tidak ada
baru diperkenankan mengangkat dari pihak perempuan (wadu).

2. Dalam kenyataannya seorang anak angkat tidak selalu dapat menjalankan
hak dan kewajiban atau dharmanya sebagai anak, yang dalam istilah adat
Bali disebut “Drowaka atau alpaka ring rerama”, sebagaimana telah
disebutkan di atas bahwa hal demikian berakibat seorang anak angkat
dapat dipecat dari kedudukannya dan selanjutnya tidak berhak lagi
mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Salah satu contoh kasus
yang dapat diangkat dalam hal ini adalah kasus yang telah diputus dan

dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor
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1461 K/Sip/1974. Dalam kasus ini dijumpai dua hal pokok yang
disengketakan yaitu kedudukan seseorang, disatu sisi disebut sebagai
anak angkat atau sentana peperasan dan disisi lain disebut sebagai
sentana nyeburin karepa dinikahkan dengan seorang sentana rajeg.
Perkara ini terjadi antara I Gusti A.A. Alit Ketut Ampeg (selaku
Penggugat) melawan I Gusti A.A. Ngurah Made Yasa, dan kawan-kawan
(selaku Tergugat), yang kesemuanya bertempat tinggal di Denpasar.
Persoalan yang terjadi adalah berawal dari pernyataan Penggugat bahwa
dia adalah anak angkat dan ahli waris satu-satunya dari almarhum I Gusti
Ketut Deg sehingga Penggugatlah yang berhak menguasai harta
peninggalan almarhum I Gusti Ketut Deg, yang sekaligus juga merupakan
mertuanya karena dia menikah dengan putri tunggal I Gusti Ketut Deg.
Sedangkan pihak Tergugat menyatakan Penggugat bukan anak angkat
karena tidak pernah dilaksanakan upacara peperasan tapi hanya upacara
wetonan hari kelahiran, Penggugat hanya seoarang sentana nyeburin yang
masuk ke dalam keluarga I Gusti Ketut Deg, karena menikah dengan
seorang sentana rajeg, yaitu putri tunggal I Gusti Ketut Deg. Akan tetapi
setelah memiliki anak dari perkawinan tersebut, ternyata Penggugat
menikah lagi dengan istri kedua dan istri ketiga yang kesemuanya dibawa
ke rumah I Gusti Ketut Deg, dalam perkawinan kemudian masing-masing
memiliki anak. Akibat perbuatan Penggugat untuk kawin lagi dan
membawa istri dan anaknya ke lingkungan keluarga I Gusti Ketut Deg

tersebut menyebabkan istri pertama Penggugat dan I Gusti Ketut Deg
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sakit hati dan akhirnya meninggal dunia. Dalam hal ini Penggugat
dianggap tidak menjalankan dharmanya sebagai seorang sentana,
schingga harta peninggalan almarhum I Gusti Ketut Deg menurut putusan
Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun
Mahkamah Agung adalah dikuasai oleh Tergugat yang merupakan anak
Penggugat yang lahir dari perkawinanya yang pertama dengan Ibu
Tergugat yang merupakan senfana rajeg. Dengan demikian Penggugat
tidak berhak menguasai dan menikmati harta peninggalan I Gusti Ketut
Deg‘”.

Menurut analisa Penulis, dalam adat Bali, seseorang yang berkedudukan

baik sebagai anak angkat atau sentana peperasan maupun berkedudukan

sebagai sentana nyéburin karena menikah dengan seorang sentana rajeg,
kedua-duanya harus menjalankan dharmanya sesuai kedudukannya

masing-masing. Dalam hal seseorang berkedudukan sebagai sentana

peperasan maka yang bersangkutan memiliki hak yang sama dengan anak

kandung, khususaya di bidang pewarisan, sedangkan yang berkedudukan

sebagai sentana Nyeburin tidak berhak menguasai harta peninggalan

karena berbadan predana, yang berhak mewaris adalah istrinya yaitu

sentana rajeg yang berbadan purusha. Akan tetapi dalam kasus di atas

ternyata timbul kerancuan apakah Penggugat sebenarnya berkedudukan

sebagai sentana peperasan atau sentana Nyeburin. Di satu sisi Penggugat

bukan sentana peperasan karena ada saksi yang menyatakan bahwa

47 Chidir Al, op.cit., hal 134
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terhadapnya tidak pernah dilakukan upacara peperasan yang merupakan
syarat mutlak untuk pengangkatan anak menurut hukum adat Bali,
sehingga disimpulkan bahwa Penggugat adalah sentana Nyeburin. Di sisi
lain Penggugat bukan sentana Nyeburin karena ada saksi yang
menyatakan bahwa upacara perkawinan dilakukan di rumah asal atau
kelahiran Penggugat, baru kemudian upacara perkawinan dilakukan
kembeali di ramah istrinya.

Dari uraian tersebut di atas Penulis berpendapat bahwa, setelah
mempelajari konsep hubungan kekerabatan patrilineal yang diterapkan
dalam masyarakat Bali, pada dasarnya upacara perkawinan menurut adat
Bali hanya dilakukan sekali di rumah keluarga yang bertindak sebagai
purusha yaitu pihak laki-laki, kecuali dalam hal sentana rajeg yang
mengangkat anak perempuaﬁ satu-satunya sebagai Purusha. Apabila
upacara perkawinan dilakukan lagi di rumah keluarga pasangannya maka
perkawinan pertama dianggap batal dan yang berlaku adalah perkawinan
yang berikutnya, dan yang bertindak sebagal purusha atau laki-laki
adalah yang menyelenggarakan upacara tersebut.

Dalam kasus diatas ternyata bahwa Penggugat, setelah menjalani upacara
perkawinan dirumah asal atau kelahirannya, mengikuti lagi upacara
perkawinan di rumah asal istrinya dan tinggal menetap di rumabh istrinya,
dengan demikian dapat disimpulkan yang bertindak sebagai purusha

adalah istrinya, sehingga status penggugat hanyalah sentana Nyeburin,
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dalam hal ini semtana Nyeburin tidak berhak menguasai harta
peninggalan.

Apabila diberi perumpamaan, andaikata kedudukan Penggugat adalah
anak angkat yang dulunya dengan nyata-nyata telah dilaksanakan
upacara peperasan, maka Penggugat tetap dianggap menyalahi
dharmanya sebagai sentana karena menikah lagi tanpa persetujuan istri
pertama, untuk kedua dan ketiga kalinya dengan membawa istri-istri
sekaligus anak yang lahir dari perkawinan tersebut ke lingkungan
keluarga istrinya pertamanya. Dengan demikian Penggugat dapat dipecat
dari kedudukannya sebagai sentana dan tidak berhak menguasai harta
peninggalan.

3. Contoh perbuatan hukum Pengangkatan anak perempuan yang diberi status
“Purusha” sebelum dilaksanakan perkawinan Nyeburin, yang disebut
“Sentana Rajeg”, dikarenakan suami-istri hanya memiliki anak perempuan,
hal mana anak tersebutlah yang pada akhimya menjalankan hak dan
kewajiban sebagaimana anak laki-laki.

DR.V.E Korn menyebutkan bahwa :

“Setiap sentana rajeg adalah ahli waris,apabila seorang anak
perempuan disahkan menjadi senfana, maka ia dianggap (kurang lebih)
sebagai seorang laki-laki*3.

Sebaliknya menurut hukum adat Bali, anak laki-laki yang melakukan

* V.E Ko, op.cit., hal 17.
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perkawinan Nyeburin, masuk ke dalam lingkungan kerabat istrinya, maka
putus hak warisnya di rumah asalnya®.

Dengan demikian kedudukan hukum senfana rajeg adalah sama dengan anak
kandung laki-laki. Sentana Rajeg berhak mewarisi seluruh harta warisan
orang tuanya, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap
leluhurnya, krama adat di lingkungan banjarnya, serta terhadap segala
peninggalan orang tuanya baik materiil maupun immateriil.

Perbuatan hukum ini dialami sendiri oleh Penulis yang berasal dari Banjar
Sudimara Kelod, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupateh Tabanan,
Bali,sebagai anak perempuan satu-satunya dari pasangan suami istri I
Nyoman Sadia dan Ni Ketut R. (Almarhum).

Perkawinan Nyeburin merupakan salah satu istilah dari perkawinan adat Bali,
dimana seorang laki-laki masuk ke dalam kerabat keluarga pihak perempuan,
dengan meninggalkan identitas asal seperti suku dan agama (dalam hal
berbeda suku dan agama) serta beralih hubungan kekerabatan dari keluarga
asal ke dalam kekerabatan istrinya. Dalam perkawinan Nyeburin yang
melakukan peminangan, yang memberikan serah-serahan adat berupa benda-
benda dan makanan, serta yang menyelenggarakan upacara adat perkawinan
adalah keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki dalam hal ini putus
pewarisannya dengan keluarga asalnya. Tempat dilangsungkannya
perkawinan adalah menentukan siapa yang berstatus purusa dan predana.

Jika perkawinan dilakukan ditempat mempelai laki-laki maka suami berstatus

4° V_E Korn, op.cit., hal 5Q..
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purusa dan istri berstatus predana, tapi kalau dilakukan di rumah mempelai

wanita, maka laki-laki berstatus predana dan istri berstatus pumsaso.

'Secara kebetulan dalam kasus yang dialami sendiri oleh Penulis, pihak laki-

laki atau suami yang melaksanakan perkawinan Nyeburin berasal dari suku
Jawa, sehingga sebelum dilaksanakan upacara perkawinan adat Bali, terlebih
dahulu dilaksanakan upacara pindah agama dan peresmian masuk agama
Hindu yang dipimpin oleh Pemangku atau pandita, disaksikan Ketua
Parisadha Hindu Dharma Kecamatan Tabanan yang disebut upacara Sudhi
Wadani, disaksikan pula oleh kepala adat dan kepala lingkungan banjar
sudimara kelod, desa Sudimara, kecamatan Tabanan, dan keluarga besar
pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Upacara ini dicatatkan oleh
Parisadha Hindu Dharma Kecamatan Tabanan dalam sebuah akta Sudhi
Wadani sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan ke catatan sipil untuk
mendapatkan akta perkawinan.

Dengan demikian Penulis dapat mengambil sedikit analisa bahwa Penulis
telah diangkat sebagai sentana rajeg yang berkedudukan sebagai purusha
yang memiliki kedudukan hukum sama seperti anak laki-laki, dan wajib
untuk menjalankan hak dan kewajiban selaku sentana rajeg, dan berhak pula

mewarisi harta peninggalan orang tuanya baik materiil dan immateriil.

4. Contoh Perbuatan Hukum “Mekidihang Raga / Nyerahang Raga”,dilakukan

oleh suami istri yang :

** I Wayan Benny, Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No 1

Tahun 1974), (Biro Dokumentasi & Publikasi Hukum FH & Pengetahuan Masyarakat UNUD, 1978),

hal.27.
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~ Tidak memiliki keturunan sama sekali ;
- Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah dan
masuk dalam kerabat suaminya ;

- Memiliki anak, akan tetapi telah meninggal lebih dahulu.

Pada dasarnya perbuatan hukum mekidihang raga bukan merupakan
pengangkatan anak, akan tetapi seseorang atau suami istri tersebut
menyerahkan dirinya berikut harta kekayaan kepada seseorang yang
masih memiliki hubungan kekerabatan, berdasarkan suatu perjanjian yang
dituangkan dalam surat pernyataan, dengan imbalan bahwa orang yang
menerima penyerahan diri tersebut menjalankan hak dan kewajiban
.seba.gaimana seorang anak kandung, baik selama suami-istri masih hidup
maupun setelah meninggal.

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh team peneliti Fakultas
Hukum Unud menyebutkan bahwa :

“Nyerahang raga ialah orang yang telah lanjut usia menyerahkan diri
kepada orang lain untuk dipelihara sehingga seluruh harta peninggalan
orang itu akan jatuh pada orang yang memeliharanya”. Adapun alasan
pada orang nyerahang raga adalah karena ia tidak memiliki anak, atau ia
pernah mempunyai anak akan tetapi sudah meninggal terlebih dulu.
Persyaratan orang yang menerima orang nyerahang raga antara lain

masih dalam hubungan keluarga dan bersedia memikul kewajibannya®'.

5! Team Peneliti Fakultas Hukum Unud, op.cit.hal.50
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Dalam hal ini seseorang atau pasangan suami istri telah menentukan
penyerahan kehidupan dan hartanya.
Sebagaimana disebutkan oleh DR.V.E Kom bahwa :

“Sebagai sudah dikatakan, penerima-penerima hibah tetap berhak

untuk mendapatkan bantuan dari rumah kelahirannya dalam hal-hal yang
mereka perlukan. Juga dengan cara-cara lain pada waktu masih hidup
telah ditentukan kepada siapa kekayaan akan diberikan baik seketika
maupun setelah meninggal. Suatu misal daripada itu ialah tentang
“Ngaturang raga atau Makidihang Raga/Makidihang Dewek.
Penghibahan seluruh harta kekayaan dengan kewajiban melakukan
upacara pembakaran jepazah (Ngaben) kiranya memang juga diket}al.
Pula patut dicatat tentang lembaga “Saling ngodag atau sal.mg
menyerahkan diri” dimana dua orang berjanji bahwa ia yang hidup paling
lama akan mewarisi harta warisan milik yang lain dan ia 1tu
menyelenggarakan pengabenannya’:.
Hal penting yang harus diingat bahwa perjanjian yang dimaksud dalam
hukum adat tidak sama dengan perjanjian yang dimaksud dalam hulkum
perdata. Hukum perjanjian barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan
kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan hukum
perjanjian adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan dan
kerukunan dan bersifat tolong menolong™.

Yang istimewa dalam perbuatan hukum ini adalah kedua belah
pihak harus sudah berusia dewasa dalam arti hukum adat, karena
kedewasaan tersebut yang mendasari masing-masing pihak untuk
melakukan perjanjian dan memahami segala isi dan akibat hukum dari

perjanjian dimaksud.

%2 V.E Kom, op.cit., hal. 25.

% Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat (Alumni, 1962), hal.14.
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Perbuatan hukum ini terjadi pada seorang janda tua bernama Ni Gusti
Made Redit (saat ini telah Almarhumah). Suami dari janda tersebut
bernama I Gusti Made Puger telah meninggal terlebih dahulu. Semasa
hidup almarhumah dan suaminya sama sekali tidak memiliki anak.
Almarhumah menyerahkan dirinya pada pasangan suami istri I Gusti
Nyoman Sukarsa dan Ni Ketut Pamni, semuanya beralamat di Banjar
Cengolo, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Bali,
I Gusti Nyoman Sukarsa yang menerima penyerahan diri tersebut
merupakan keponakan dari suami almarhumah. Penyerahan diri tersebut
terjadi pada tanggal 19 Mei 1995, pada saat penyerahan diri almarhumah
berusia kurang lebih 70 tahun, dan yang menerima penyerahan diri
kurang lebih 38 tahun. Penyerahan diri tersebut dilakukan dengan suatu
perjanjian tertulis, dimana dalam perjanjian tersebut almarhum
menyerahkan dirinya berikut tanah pekarangan berikut bangunan rumah
di atasnya, serta sebidang tanah sawah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketut
Sukarena, selakoa warga yang bertetangga yang mengetahui penyerahan
diri tersebut, proses pelaksanaan tersebut, disaksikan pula oleh oleh Gusti
Ketut Puja selaku sesepuh adat, I Nyoman Sundra selaku ketua
lingkungan banjar, dan I Made Wirya Astawa selaku prebekel Desa
Sudimara. Secara ritual keluarga besar almarhumah melaksanakan
persembahyangan dan upasaksi di sanggar merajan atau pura keluarga

kehadapan para lelubur agar turut memberi restu. Selanjutnya agar warga
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banjar mengetahui, diadakan siar dalam rapat banjar mengenai
penyerahan diri tersebut. Sejak itu I Gusti Nyoman Sukarsa selaku pihak
yang menerima penyerahan diri, merawat dan menjaga almarhumah
sewaktu masih hidup, sampai saat almarhum meninggal maka yang
bersangkutan menjalankan kewajibannya menyelenggarakan upacara
Ngaben untuk almarhumah®®.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, analisa yang dapat disampaikan
penulis adalah pelaksanaan penyerahan diri tersebut telah sesui dengan
prarem atau awig-awig adat yang berlaku, bahwasanya lembaga
penyerahan diri terjadi pada orang yang telah dewasa yang masih dalam
lingkungan kerabat, dikarenakan yang menyerahkan diri tidak memiliki
keturunan. Penyerahan diri ini didasari oleh suatu perjanjian tertulis, yang
memuat apa saja yang diserahkan serta hak dan kewajiban yang timbul
bagi masing-masing pihak akibat dari penyerahan diri tersebut.
Kewajiban yang paling menonjol bagi yang menerima penyerahan diri
adalah dengan tulus iklas menyelenggarakan upacara Ngaben pada saat
orang tua tersebut telah meninggal dunia. Dalam kasus tersebut di atas,
ternyata 1 Gusti Nyoman Sukarsa selaku pihak yang menerima
penyerahan diri telah melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua

yang menyerahkan diri.

5* Sesepuh Adat Desa Sudimara, Bali 14 Maret 2008.
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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya,
mengenai lembaga pengangkatan anak (adopsi), pelaksanaan dan akibat
hukumnya dalam hukum adat Bali, selanjutnya dapat Penulis sampaikan
beberapa kesimpulan dari permasalan yang ada sebagai berikut :
1. Bentuk-bentuk pengangkatan anak terdiri dari :

a. Pengangkatan anak pada umumnya, dikarenakan suami-istri sama
sekali tidak memiliki keturunan.

b. Pengangkatan anak perempuan yang diberi status “Purusha” sebelum
dilaksanakan perkawinan Nyeburin, yang disebut “Sentana Rajeg”,
dikarepakan suami-istri hanya memiliki anak perempuan, hal mana
anak tersebutlah yang pada akhirya menjalankan hak dan kewajiban
sebagaimana anak laki-laki.

c. Perbuatan Hukum “Mekidihang Raga / Nyerahang Raga”.dilakukan

oleh seseorang atau suami istri yang :
- Tidak memiliki kefurunan sama sekali;
- Memiliki keturunan akan tetapi telah meninggal lebih dahulu;

- Hanya memiliki anak perempuan, akan tetapi sudah menikah

dan masuk dalam kerabat suaminya;
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Syarat materiil dan formil pengangkatan anak dalam hukum adat
Bali

Syarat Materiil, terdiri dari :
a. Mengenai diri orang yang melakukan pengangkatan anak.

- Sudah pernah atau masih dalam ikatan suami istri. (Pada
umumnya daha tua dan teruna t‘ué atau laki-laki maupun
perempuan yang belum menikah tidak diperkenankan
mengangkat anak);

- Memiliki penghasilan yang layak ataw harta benda untuk
menghidupi keluarga dan anak angkatnya ;

- Tidak memiliki utang ataupun kewajiban lainnya terkait dengan

- kewajiban terhadap organisasi banjar adat  dalam
lingkungannya.

b. Mengenai diri orang yang akan diangkat anak.

Harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

-  Pada umumnya belum dewasa ;

- Usia anak yang diangkat harus lebih muda dari yang
mengangkat ;

-  Diutamakan anak laki-laki, apabila yang diangkat anak
perempuan, maka statusnya harus diubah menjadi laki-laki
(purusa) dengan jalan menetapkan menjadi sentana rajeg.
Sehingga suaminya kemudian akan berstatus perempuan

(predana).
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Syarat Formil, meliputi tata cara pengangkatan anak dan upacara

ritual sesuai adat istiadat di daerah setempat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Bali, secara

konsepsi adat harus disaksikan oleh :

a. Tuhan Yang Maha Esa, disebut dengan Dewa Saksi, yang
dilaksanakan dengan upacara ritual keagamaan yang disebut
Widhiwidana atau peperasan.

Upacara ini dilaksanakan setelah dicapai kata sepakat antara
pihak keluarga yang mengangkat dan pihak keluarga yang
akan diangkat, maka dilaksanakan upacara pengangkatan anak
yang secara ritual berupa upacara keagamaan yang disebut
upacara Widi widana atau pepefasan yang bertujuan sebagai
pemutus hubungan si anak yang diangkat dengan orang tua
kandungnya. Dalam upacara ini disimbolkan membakar
benang tiga warna yang disebut Tridatu. Upacara dipimpin
oleh pemangku atau pandita, disaksikan oleh Prajuru Desa
atau sesepuh desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar
setempat, dan keluarga kedua belah pihak. Makna dari upacara
tersebut adalah hak dan kewajiban si anak angkat dalam
bidang agama (immateriil) beralih dari orang tua kadung ke
dalam lingkungan keluarga orang tua pengangkat, seperti
misalnya si anak angkat mempunyai kewajiban harus

mengabenkan orang tua angkat jika meninggal dunia nanti
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serta menyembah sanggah atau pemerajan milik orang tua
angkatnya tersebut.

Dalam upacara ini dilakukan juga penyerahan sejumlah benda
yang nilainya dianggap pantas dari pihak orang tua yang
mengangkat kepada orang tua asal si anak, hal ini berfungsi
sebagai obat penawar duka bagi orang tua kandungnya serta
untuk memutuskan ikatan anak dengan orang tuanya.
Pengambilan anak dan penyerahan benda — benda itu terjadi
secara tunai dan serentak pada saat yang bersamaan.

b.  Manusa Saksi

Yang dimaksud Manusa Saksi yaitu pelaporan dan
pengumurnan atau siar yang dilaksanakan di balai desa kepada
khalayak umum, disaksikan oleh Prajuru Desa atau sesepuh
desa, ketua adat, ketua lingkungan banjar setempat, beserta
masyarakat sekitarnya mengenai telah dilaksanakannya
pengangkatan anak. Dengan demikian lembaga adat mengakui
dengan terang, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua
angkat dan anak angkat sebagai bagian dari anggota komunitas
adat bersangkutan.

Setelah dilaksanakan siar kepada masyarakat, pengangkatan
anak tersebut dicatatkan dalam sebuah akta otentik yang
dikeluarkan oleh catatan sipil setempat, akan tetapi dalam

masyarakat adat tradisional Bali umumnya pencatatan

58
Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008




dilakukan di kantor desa yang ditandatangani oleh ketua adat,
ketua lingkungan banjar, dan kepala desa, kemudian
diteruskan ke kantor kecamatan untuk mendapatkan
pengesahan dari camat setempat.
¢.  Butha saksi
Yang dimaksud Butha Saksi yaitu  upacara berupa
persembahan sesajen yang ditujukan kepada mahluk-mahluk
di luar alam manusia, agar tidak mengganggu ketentraman dan
kebahagiaan keluarga yang baru disatukan tersebut.
3.  Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam adat Bali
Pada prinsipnya akibat hukum pengangkatan anak dalam adat Bali
adalah hilangnya hak dan kewajiban seorang anak dari orang tua atau
keluarga asalnya, dan segala hak dan kewajiban kemudian diperoleh
dari Orang Tua Angkatnya. Kedudukan anak angkat adalah sama
sebagaimana halnya anak kandung.
B. Saran-Saran
Dalam prakteknya perbuatan hukum Pengangkatan anak dalam adat
Bali belum menunjukkan ke arah adanya suatu akta otentik yang merupakan
alat bukti yang kuat yang menegaskan terjadinya perbuatan hukum tersebut,
akan tetapi masih sebatas surat keterangan yang ditandatangani ketua adat,
ketua lingkungan banjar, kepala desa dan camat setempat. Perkembangan di
bidang hukum dewasa ini menuntut adanya suatu akta otentik dalam

perbuatan hukum pengangkatan anak, dikarenakan pengangkatan anak
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memiliki akibat hukum dalam bidang hukum keluarga khusunya pewarisan
yang memiliki mekanisme tertentu dan melibatkan beberapa pihak di
dalamnya. Perbuatan hukum pengangkatan anak memerlukan jaminan
kepastian hukum untuk menghindari adanya tuntutan maupun gugatan pihak-
pihak tertentu di kemudian hari. Sebagaimana halnya pengangkatan anak
yang berlaku dalam golongan orang Tiong Hoa yang diatur dalam Staarblaad
nomor 129 tahun 1917 mensyaratkan bahwa perbuatan hukum tersebut
dituangkan dalam akta otentik dan dibuat oleh Notaris. Berbicara mengenai
akta otentik maka tidak terlepas dari peran Notaris selaku Pejabat Umum
yang berwenang membuat akta otentik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali, selain
disaksikan oleh Ketua adat dan ketua lingkungan banjar sebisa
mungkin dituangkan dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris
untuk kemudian dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri setempat.
Penetapan Pengadilan tersebut disampaikan pada lembaga-lembaga
terkait seperti misalnya Dinas Catatan Sipil yang berwenang
menerbitkan akta atau surat-surat yang terkait dengan kependudukan.

2. Memberi kesempatan seluas-luasnya pada Notaris untuk berperan dalam
Perbuatan hukum Pengangkatan anak, karena Notaris merupakan
Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik

dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang serta dalam wilayah

tertentu sesuai dengan pengangkatannya.
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Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/Sip/1974 tanggal 12 Januari 1977

INTERNET

Adopsi Anakhttp://www.jips.wordpress.com/artikel hukum, 4 April 2007.
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1. Nama
Tempat &
Tanggal lahir
Alamat

Agama
Pekerjaan

2. Nama
Tempat &
Tanggal lahir
Alamat

Agama
Pekerjaan

3. Nama
Tempat &
Tanggal lahir
Alamat

Agama
Pekerjaan

DAFTAR INFORMAN

: I Wayan Buda

: Sudimara Kelod, umur 52 tahun
: Banjar Sudimara Kelod, Desa Sudimara

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
Bali.

: Hindu
: Sesepuh adat Banjar Sudimara Kelod.

: I Nyoman Sundera

: Yeh Gangga, 12 Mei 1968
: Banjar Cengolo, Desa Sudimara

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
Bali. ’

: Hindu
: Ketua lingkungan Banjar Cengolo.
: I Ketut Sukarena

: Sudimara Kelod, 14 September 1970
: Banjar Cengolo, Desa Sudimara

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan
Bali.

: Hindu
: Sesepuh Adat Banjar Cengolo
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Lampiran

"LAMPIRAN: I

PERATURAN (PESWARA) TANGGAL 13 OKTOBER 1900

tentang

HUKUM WARIS BERLAKU BAGI PEND,UDUKVHINDU BALI DARI

KABUPATEN BULELENG

Dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok dengan pecmusjawarahan ber-

{1).

(2)-

-sama-sama pedanda-pedanda dan punggawa-punggawa. ¥)

Pasal 1
Apabila seseorang meninggal dusia, maka harta peninggalannja, —
sctelah pelunasaa hutang-hutangnjz —, pertama-tama harus dipegu-
nakan untuk pembiajaan pengabenan (upatjara pembakaran djenazah).
Sebelum pengabenan disclenggarakan, dilarang melakukan pembagias
atas harta peninggalan itu atau melepaskan (meadjual, menggadu-
kan, dsb.), ketjuali untuk keperluaa tersebut.

Pasal 2
Sisa harta warisan setelsh dipakai pembizjaan pengabenan, selam3
belum dilakukan pembagian, hissg disediakan untuk keperluan-keper-
luan hidup dan keluarga jang ditinggalkza.
Pengurusan atas harta itu didjalankan setjara damai bersama-sama
oleh mereka jang bersangkutan.
Seorang djanda jang tidak mempunjai anak lelaki dewasa dalam peng-
urusan itu dibantu oleh anggota keluacga lelaki sedarah jang paling
dekat dan jang sudah dewasaz dalam pantjar lelaki sebagai wali dart
anak-anakaja. '

(3). Pelépasan tangan atau  penggadaian dari barangbarang itu hanja

dapat dilakukan dengan persetudjuan dari semua mereka jang b?fke'
pentingaa dan hal itu sama sekali tidak boleh dilakukan selama qian-
tara mercka terdapat anak-anak jang belum dewasa.

Pasal 3

(1). Djika terhadap suatu boedel akan diselenggarakan pembagian, maka

tjara-tjara uatuk itu diserahkan kepada permusjawarahan setjara damat
dad jang berkepentingaa. . '

Pembagian jang telah dilakukan mengenai tanah-tanzh harus segera
dilaporkan kepada pengurus sawah atau pamong desa bagi kepenting-
an tata-usaha.

%) Noof : Kemzudian pada tabun 1915 peswara ini djuga diperlakukan

wrttuk selurub Bali Selatan.
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(2)-

(1).

(2).

(3).

1).

/Anahilz olch seorang atan beberapa orang 2auk-anak lelaki jang sudsh
kawin dalam pembagian itu dimintakan perantaca Pemerintah, maka
pembagian akan diatur demikian rupa, hingga si djanda nmendapat-
kan satu bagian, masing-masing anzk lelaki dua bagian dan masing-
masing anak perempuan setengzh bagian.

Bila tidal: ada anak-anak lelaki, maka semua warisan djatub kepada
wanita-wanita jang masih ada seperti jang discbutkan tadi itu.

Pasal 4

Apabila si djanda kawin lagi atau salzh scorang dari anak-anak pe-
rempuannja menikah. maka bagian jrarisa.nnja itu, begitu pula mas
kawin (U:{Og Pc(nbc“nia) jnng d:ba;ar untuk mereka ttu, dibagt' dt-
antara mereka jang lainaja jang berhak menerima harta warisan,
sesuai dengan peraturan pembagian seperti jang dimaksudkan dengan
pasal diatas.

Pasal 5

Apabila scorang djanda meninggal maka anak-anaknja menjelenggs
rakan pengabenannja dan seterusnja bcrfammsama setjara damai me-
neruskan pengurusan hartz peninggalan itu ataupua atas persctudjuan
bersama-sama mengadakaa pembagian. ,
Djika dalam pembagian itu dimifxtakan perantara Pcmcrix:zt:lh, m?ks
mﬁsing—masing anak lelaki menerima dua bagian dan masing-masing
anak perempuan setengah bagian.

Dalam hal anak-anak lelaki icu belum dewasa, maka jaag inengurus
kan harta pegfnggalan ialah anggota keluarga lelaki tc-erd.ekat jang
sedarah dan jang sudah dewsisa dalam keturunan lelaki, jang akaa
tetapi tidak berhak melepaskan atau rpcnggadaxkan baran.g-l?a{ang
warisan tersebut, ketjuali untuk kepentingan pengabenan dari jang
meninggal.

Paszi 6

Apabila scorang anak jang befum kawin dasi seorang djanda mati..
maka harta warisan setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos penga-
benan, djatuh Pad‘ anggota-anggota lzin dari keluarga itu sesuai de-
ngan ketentuan seperti jang dimuat dalam: pasal 2 dan pasal 3 ter-
sebut diatas.

. Djika seorang anak lelaki jang telah kawin meninggal, maka keluar-

ganja menggantikan dalam hak atas sebagian dari harta warisan si ajah

dari anak lelaki itu. |
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(1).

).

(1).

)-

Pasal 7

Apabila scoraag duda atau seorang djanda jang tidik mempunisi
anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan jang belum kawin atau-
pun scorang lelaki atau seorang wanita jang tidak pernah kawia
meninggal cunia, maka harta warisan diwarisi olek anggota-anggota
keluarga lelaki sedarah jang terdekat dalam pantjar lelaki sampai de-
radjat kedelapan, akan tetapt Pemerintah berkueasa memberikan romah
dan pekarangan kepada mercka jaag dianggap paling berhak atas ba-
rang-barang itu.

2). Para achliwaris wadjib pertama-tama dengan memakai harta pening-

galan itu membiajai (ongkos-ongkos) pengabenan dari si mati jang
dalam djangka waktu tiga tahua harus dilakukan kalau upatjara itu
tidak (scgera) diselenggarakan. — sesudzh meninggalaja.

Pasal =&’

Djika si mendiang tidak mempunjai anggota-angeota keluarg: seperti
jang dimaksudkan pada pasal 7 diatas itu, maka dengan permusjana-
rahan punggiwa jang bersangkutan dan pedanda-pedanda, ditundjuk
scorang untuk menjelenggarakan pengabenan. dalam hal mana harus
pula diingat kepada anak-anak perempuan jang telah kawian dan se-
terusnja kepada angpota-anggota keluarga dalam keesrunan perem-
puan. :

Setelah pembiajaan dari pengabenan tersebut, makz sisa Cari harta
warisan diterima oleh penjelenggara-penjelenggara pengabenan itu.

Pasal o9

Apabila seorang wanita bertingkah laku tidak baik dan: meainggalkan
pekarangan rumah keluarganja, maka sesudah mendapat idjin dari
Pemerintah, barang-barang jang mungkin diberikan kepadanja berasal
dari harta warisan. harus ditjabut dari tangannjz dan selandjutnja
barang-barang itu diperlakukan seolah-olah diz itu meninggal dunia.

Pasal 10

Secorang wanita tidak boleh melepaskan atau menggadaikan barang-
barang jang. diterimanja sebagai warisan tanpa idjin dari achliwaris-
achliwarisnja.

Djika achliwaris-achliwaris itu semua wanita, maka idjin itu harus
djuga ada dari anggota-anggota keluarga lelaki sedarab jing terdekat
sebagai jang disebutkan dalam pasal 7.
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Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008



(1)-

,

G4

Pasal 11
(Teatang pengangkatan anak atau sentana peperasan)

Apabila orang-orang tergolong ~dalam kasta manapun djuga jaag ti-
: iai anak-anak lelaki, berkehendak :. -
dak mempunjar anak-an s chehdak mengangkat scoran::
anak (memeras sentana) maka mercka itu harus mendjatuhkan pi!i};-
annja atas seorang dari anggota keluarga sedarah jang terdckat dalam

keturunan lelaki sampai deradjat kedelapan.

Orane bolch menjimpang dari peraturan -diatas in; dengan idjin
sedjelas-djelasnja dari 'anggotz—znggota keluacga jing lebih dckat hu-
bungin kekeluargaannfa dengan anak jang ingin didjadikan scntans
dibadingkan dengan mercka jang hendak melakukan pengangkatan
itu, 2:tau sctelah mendapat idjin dar Pemerintah apabila Pemerintah
herpendapat bahwa tjukup terdapat alasan untuk menjimpang dari
peraturan scperti jang disebutkan dalam pasal int ajat (1).

Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga lelaki jang sedarah
sampai deradjat terscbut diatas, maka pilihannja adalah bebss dengan
pengertian (akan tetapi). bahwa baik didalam hal pertama maupun
didalam hal jang kedua scorang tidak boleh diangkat mendjadi anak
sentana dengan siapa orang itu telah pcrnah berperkara jang discic-
saikan dengan pengangkatan sumpah.

Biagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak seatana harus
dibuatkan surat di Kantor Kepala Kabupaten (coantrolir).

Seom{lg anak sentana mempunjai hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban
techadap mereka jang mengangkatnja sama sebagai anak kandung.
akan tetapi ia kehilangan hak-haknja atas bagian harta peninggalan
di rumah_ keluarganja sendiri. .
Demikianlah dibuat di Singaradja pada hari Saptu tanggal 13 Okto-

- ber tahun 1900.-

Residen Bali dan Lombok,

LIEFRINCK.
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Lampiran 1.3

SURAT KETERANGAN
PENGANGKATAN / PEMERASAN ANAK

Dengan ini kami menyatakan  dengan  scbenamya bahwa kami telah
miclaksanakan Upacara Manusa Yadnya Pengangkatan Arak ( Pemerasan ) yang bernama
I GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA dari Banjar Cengolo, Desa
Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang sclanjulnya menjadi anak
kami yang sabh menurut Adat ( Agama Hindu ) dan terluku sejak diadakan Upacara
Pangankatan Anak ( Pemerasan ) pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2000 yang
bertempmt di Banjar  Cengolo, Desa  Sudimara, Kecamalan  Tabanan, Kabupaten
Tabanan dan disaksikan Prajuru Adat dan Dinas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untk dapat
dipergunakan scbagaimana mestinya.

Cengolo. 710 Oktober 2000

Rohaniawan Yang Muput

Y
r‘f »
A
e

R < P
{_1 Ciusi If\ll\lu Buila ) 2 ( Gusti A':&Aadc Arivani )
foo T Saksi-saksi
¢ Kelian Dings Il{- Cengolo @0

ch\ /adar-n :k

Mengetahui
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SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PENGANGKATAN ANAK
( KELUARGA PIHAK PURUSA)

=

Yang Bertanda tangan dibawals im

1. Nama L) QUSTI pdTUy METRA
limur L SG TH
Pekerjaan L JANT
Alaman : Br. Cengolo. NDesa Sudimara.,

Kecamatan dan Kabupaten Tabanan,

1. Nama I GUSTT PUTL NEM ) BOA
Umur YT
Pekerjaan T KARY AR SWASTA

Alamat : Br. Cengolo. Desa Sudimara,
Kccamatan dan Kabupaten Tabunan.

Hi. Nama -] utT Pr SwpLTAWSA
Umur 42 T+
Pekegjaan : WU@NAN SWASLTA
Adamat : Br. Cengolo. Desa Sudimara,

Kecamatan dan Kabupaten Tabioan,

v Nama-
« l T) MADE SUWESAMA
R

UGmur:
Pckerjaan TOWIRASWACT A4
Alamat ¢ Br. Cengolo, Desa Sudimara,

Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami tidak keberatan atau menyetujui
pengangkatan anak vang bernama | GUSTI PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA
Kepada pasangan suami istei bernama I Gst Nym  Bumi Alit Widiantara dengan Gusti
Ayu Made  Ariyani yang  bertempat  tinggal di Br. Cengolo, Desa Sudimara,
Kecamatan dun Kabupaten Tabanan, untuk dijadikan anal: yang sah.

Demikian Surat Pernvataan  ini  kami  buat  ager dapat  dipergunakan  scbagm
perlengkapan surat permohionan pengangkatan anak sentanat.

Fadanan, 20 dictoner 2000,

Yan;: nu:ml)u:\iE Pernyataan

G PI_METAA )

.
o
1

.

@R

:
£5
A3

4

RPN
ek

= 2
bo¥o

T
s
e
A3
X
e

a5

A%

Mengetahui

Mengetabui S 4}7\.,.\_\
Canuat Tabanan /‘,:)‘:"P"rh‘:k‘:l K;"‘\ Sudimara
PSS — ‘\‘/o{;mu’ ®|\/()§[08
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SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ANAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini

i Nama 1 GUSTI MADE SUASANA
Umur o Almarhum
Pekerjaan T
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara

Keeamatan dan Kabupaten Tabanan

1] Nama : GUST!I AYU MADE SURASMINI
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pepawai Swasta
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimara

Keeamatan dan Kabupaten Tabanan

Dengan ini menyatakan menyverahkan anak saya dengan sukarela serta menyadari akibat
hukum dari adanya pengangkatan anak tersebut yang bermama 1 GUSTI  PUTU
AGUNG ARYANA ADIPUTRAL Kepada pasangan suumi istri bernama [ Gst Nym
Bumi Alit Widiantara dengan Gusti Ayu Made  Ariymi yang bertempat tinggal di
Br. Cengolo. Desa Sudimara, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagai
perliengkapan surat permohionan pengangkatan anak sentana.

Cengolo, 20 Oktober 2000
Yang Merbuat Pernyataan

i (1 Gst-Md Suasana )

S ehnal
L .

8% Gusti Ayu Md_Surasmini)

R !:[u:g_' C::"-'ns 22 LAR l. M en ge tah 14 i
Reyian Dinns dir.

IO
(1 NYORRAN SUNDIERA )

~.

SN LT Mengetahui
s Camat™Tabanan
S PR

)

166
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SURA'T" PERNYATAAN PENERIMAAN ANAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini

. Nama : I Gst Nym Bumi Alit Widiantara
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Pepgawai Swasta

Alamat  : Br. Cengolo, Desa Sudimara,
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

i. Nama : Gusti Ayu Madc Ariyani
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Alamat  : Br.Cengolo, Desa Sudimara,
Kecamatan dan Kabupaten Tabanan.

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mencrima znak yang bernama : 1 GUSTI
PUTU AGUNG ARYANA ADIPUTRA.Umur: ........... Tahun, anak dari pasangan |
Gst Md Suasana dengan Gusti Ayu Md Surasmini diri Br Cengolo, Desa Sudimara,
Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, scbagai anak angkat, dengan sukarcla serta
menyadari akibat hukum dari adanya pengangkatan anak terscbut, dan akan mendidik
anak tersebut scperti layaknya anak kandung sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat agar dapat dipergunakan scbagai
perlengkapan surat permohonan pengangkatan anak sentana.

Cengolo, 20 Oktober 2000
Yang Mcinhnat Pernyataan

.O)"'/‘d'
11 Gst Nym_Bumi Alit Widiantara )

i~

Mengctahui
Camat . Tabanan udimara& i 'il b
’ A ! worb o le
. . / q"'_ ,.-_,5:\‘.\‘
_ QQ(/Q&)((} b [ D o EHKE
‘ . ' c_“.-~-f“ AL L
SN LV . o, v
- ...(‘;_, P __. , RSy
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——Selambatdambatnya dalam waktu - 44 {empat belas) hari sejak masa berlakunya habis,

—penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan . untuk memperoieh
: ——Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan
k——pidana kumungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beraku.
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—_——arT

“KARTU! TANDA PENDUDUK.. =
" REPUBLIK INDONESIA:* %

22.0308.155071.0002 -

Gusti Ayu Made Ariyani -

Br. Cengolo, 15/10/1971 - :
< Kawin “Gol. Darah : -
" : Pegawai Swasts WNI

: Hindu -

Banjar, Cengolo

' Kel /Desa Sudimara .

K -,;erempuan " '
{7 rBerlalarhinggd W

. ~r-15/10/2ooa v*
\ 'I '\‘ / \Uz \'/

\. “ ¥ l.

A

—-—Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa beriakunya habis,
: ——penduduk yang bersangkttan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh
——Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan
——pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Feraris |

S ' ST Lampiran 1.4
MAHKAMAH AGUNG. |

: 13a. 1
D.H. Lumbanradja S.H. (Ketua sidang), R. Poerwoto. Sochadi

. Gandasoebrata’ SH. dan Samsudin Aboebakar SH. (Halum
Hakim Anggauta);

Putusan tanggal 12 Januarti 1977

SYARAT MUTLAK DALAM PENGANGKATAN ANAK -

Menurut adat Bali pengangkatan anak harus disertai upacara

“pemerasan’ temendm dan penyiaran di banjar merupakan sarat
mutlak.

Reg. No. 1461 K/Sip/1974.

- . DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah -menjatuhkan putusan sebagal
berikut dalam perkara

I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg, bertempat tinggal di Puri Jerokuta,
Banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, -Kecamatan Denpasar, Ka-

bupaten Badung, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-
pembanding,

melawan

1. I Gusti/A.A.Ngurah Made Yasa, 2. I Gusti/A.A.Ngurah Gede,
3. Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa, kesemuanya ber-
. tempat tinggal di Puri Jerokuta, Banjar Panti, Perbekelan Pe-

mecutan, Kecamatan Deripasar, Kabupaten Badung, tergugat-ter-
gugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tetgugat-tetbandmg,

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut temyata, bahwa
sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah meng-
gugat. sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-ter-
gugat-asli'di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada
pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara penggugat-asli deugan tergugat-tergugat-asli terjalm
suatu hubungau kekeluargaan yang sangat dekat, yaitu ikatan sebagai

134
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ayah dan anak dan penggugat-ash adalah cucu dari’ almarhum Ki
Agung Ngurah Ketut Mangku dimana beliau berputra’ sebanyak -5
orang dan A.A.Alit Ketut Deg; bahwa pada tahun 1911 -penggugat-
: asli dengan cara -meminang ‘telah ‘mengawini A.A.Ayu Putu Rebeg
putri dari I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, dengan suatu perkawinaz yacg
. diselenggarakan dan diresmikan di rumah penggugat-asli atau di rumah
orang tua penggugat-asli seridiri; bahwa pada bulan Januari 1912 atas
permintaan A.A.Alit Ketut Deg dimintanya agar penggugat-asli ber-
sedia menjadi sentana dan ‘tinggal bersama-sama dirumah paman/
mertua; bahwa penggugat-asli bersama isteri memenuhi permintaan
tersebut, kemudian dibuatkan suatu pengangkatan anak dan disiarkan
di Banjar Panti sebagai sentana angkat dari I Gusti/A.A.Alit Ketut
Deg; bahwa atas kehendak ayah angkat, penggugat-asli kawin lagi
berturut-turut dengan isteri ke II A.Ayu Ketut Retug dan isteri ke III
Ni Jero Cenaga dimana upacara tersebut dilangsungkan dan disahkan
di tempat kediaman ayah angkat; bahwa penggugat-asli mempunyai
anak dari isteri-isteri penggugat-asli; bahwa almarhum ayah angkat
penggugat-asli ada meninggalkan harta warisan berupa tanah-tanah
tegal seperti tersebut pada sub a sampai dengan i dalam surat gugatan;
bahwa pada tahun 1959 tergugat-tergugat-asli secara tidak syah telah
menguasai seluruh tanah-tanah tegal sebagai harta warisan tersebut;
bahwa pada tahun 1942 ayah angkat penggugat-ash telah meninggal
dunia yang mana pada waktu itu langsung diabenkan penggugat-asli.

dan almarhum hanya meninggalkan seorang janda yaitu Ni Jero Ketut’

Arsa (tergugat-asli III) tanpa mempunyai seorang -anakpun; bahwa
dengan demikian penggugat-aslilah sebagai satu-satunya ahliwaris yaug
berhak atas harta penminggalan tersebut; bahwa penggugat-asli telah
berkali-kali mengadakan rapat keluarga untuk menyelesaikan yan§
menyangkut soal status dalam hubungan hukum kekeluargaan maupun
soal harta kekayaan. yang berhubungan dengan hukum .waris, akan
tetapi tergugat-tergugat-asli mengingkari hal-hal yang telah dimufakati
dalam rapat tersebut; bahwa agar supaya tergugat-tergugat-asli tidak
memindah tangankan/menjual harta warisan sengketa, supaya diletak-
kan conservatoir-beslag terlebih dahulu atas harta tersebut; bahwa
berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat-asli menuntut agar
Pengadilan Negeri Denpasar. menjatuhkan putusan sebagal benkut

1. Mengabulkan gugatan penggugat

2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tan'ah tegal sengketa tersebut .

dalam angka 8 adalah harta warisan yang sah dari almarhum
I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg;
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3. Meunyatakan hukum, bahwa penggugat adalah satu-satunya anak
angkat dan akhliwaris yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit
Ketut Deg, yang berhak mewarisi harta warisan sengketa;

4. Menyatakan hukum, baliwa tergugat-tergugat tidak berhak atas
tanah-tanah tegal sengketa;

5. Menyatakan hukum, bahwa sita-konservatoir atas ‘tanah- tanah
tegal sengketa adalah sah dan berharga; )

6. Menghukum tergugat-tergugat atau barang siapa saja yang diberi-
kan hak olehnya, untuk menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa
kepada penggugat dengan secara lazimuya;

7. Menghukum pula tergugat-tergugat untuk membayar seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini:
atau:

Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman Pengadilan;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Den-
pasar,’ yaltu dengan keputusannya tanggal 7 Maret 1973 No.207/Pdt./

1972;
keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan peng-

gugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan ke-

putusannya 29 Mei 1974 No.252/PTD/1973/Pdt.;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini. dlbentahukan kepada ke-
dua belah pihak pada tanggal 29 Juli 1974 kemudian terhadapnya oleh
penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan
kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 1974 sebagaimana ter-
nyata dari surat keterangan No.207/Pdt/1972 yang dibuat oleh Pani-
tera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mauna kemudian disusul
oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada .tanggal 11 September 1974;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada
tanggal 12 September 1974 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima
di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Septem-
ber 1974;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-
undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke-
kuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 ta-
hun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(vang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam
pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1\965 sampai kini belum
ada, maka Mahkamah Agung menganggap pérlu untuk menegaskan
hukum acara kasasi yang harus dipergunakan; !
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bahwa- mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang
No. 14 tahun 1970, maka pasal-70 Undang-undang No. 13 tahun 1965
harus ditafsirkan sedemikian rupa, schingga yang dinyatakan tidak
berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruh-
an, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Un-
dang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan
Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara
kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang
No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang
No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sak-
sama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat di-
terima; .

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh peng-
gugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
ialah :

1. bahwa baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di-
dalam pertimbangannya tidak menrbenarkan pendirian penggugat
untuk kasasi, melainkan menolaknya serta membenarkan dalil
pendapat tergugat dalam kasasi, yaitu : .

a. isteri penggugat untuk kasasi (ibu tergugat I dan II ditetapkan
_menjadi sentana di rumah ayahnya I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg
* di puri Bedangin. .
b. penggugat untuk kasasi melakukan perkawinan kepadanya apa
~_yang dinamakan “nyeburin” yang pada ;_ools:ol:nyal berarti
bahwa isteri ‘menjadi pelanjut keturunan serta ja langsung
" menjadi aﬁﬁ&éﬁéiyahzfyi, sJedangkan penggugat -untuk kasasi
mengambil tempat yang kedua;

~ 2. bahwa hukum adat Bali yang diterapkan oleh Pengadilan adslah
- sama sekali keliru, karena : )
8. bahwa upacara pemerasan didalam peagangkatan anak >,
ialah suatu upacara yang bersifat keagamaan dan djlll}at des
segi ini ialah suatu hal yang memang ideal akan tetapi secara
hukum adat Ral ini tidak lain dapat dianggap hanya suatu
formalitas dan bukanlah suatu syarat mutlak untuk menyats-
kan syahnya suatu pengangkatan anak;
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. bahwa di daerah Badung diman

. bahwa mengenai syarat sia

b. batwa upacara pengesahan anak sentana tidaklah dalam

semua hal sama dan menurut peraturan raja dari kerajaan
Buleleng dulu, orang tua baru dari sianak cukup menyeleng-
garakan upacara “nelu bulanin” atau nigangsasihin”, saja

.. bagi sianak yang diangkat dan upacara ini berlaku pula se-

bagai pemerasan;

. bahwa sungguhpun ada wanita dari I Gusti/A.AAlit Ketut

Deg mula-mula kawin keluar, tapi kemudian ja kembali lagi
bersama suaminya yaifu penggugat untuk kasasi ke rumah
ayahnya dalam kedudukan sebagai isteri biasa, dan menurut
hukum adat Bali yang memang diperaktekkan bagi seorang
ayah yang hanya mempunyai anak wanita tunggal, untuk men-
jamin keturunannya, ia dapat menempuh 2 jalan, yakui dengan
m?netapkan $1anak wanita tunggal di rumahnya sebagai sentana
rajeg atau ‘Sentar.la Iuh dari si peria yang kawin pada datang
k? ruxflah S1 wanita dan jalan kedua, si anak wanita mula-mula
c_hka‘wn!kan keluar dan kemudian si menantu laki-laki diangkat
menizdls?n;k lftentana oleh mertua dengan bertempat tinggal di
rum ertua se 3 3 . =~

S ot U aPs‘:m jalan yaug ditempuh oleh mertua
2 penggugat untuk kasasi dan
aun bertempat tinggal memang

eorang menantu laki-laki men-
rtua;

tergugat dalam kasasi berasal ¢
umum dan biasa dilakukan s
jadi sentana dari seorang me:

, . benar karena siaran yang dimaksud-
kan itu perlu dilakukay, aerah-daerah dimyauag masih ter-

. dikerjakan olehnya, p; Pecatu y aug nanti akan diterima untuk

kan oleh pamong desy d ain dapat dipertix?bang.
masuk golongan triwan . an penggugat untuk kasasi yang

" tanah pecatu yang d; tidak mungkin . akan memperoleh

B?dung memang tidak terdapat,
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bahwa lembaga perkawinan nyeburin dan sentana nyeburin, yaitu
dimana seorang anak wanita tinggal di rumah asalnya ditetapkan -
scbagai sentana luh atau seritana rajeg dengan si lelaki yang kawin
padanya datang ke rumakh itu, perkawinan yang dinamakan nye-
burin serta si periya sentana nyeburin adalah pada hakekatnya me-
nyimpang dari atau tidak dapat dipersatukan dengan sistem ke-
keluargaan di Bali, yaitu seperti yang sudah disinggung di atas ten-
tang sistem kebapakan akan tetapi lembaga ini untuk timbul
serta tumbuh pada waktu di Bali masih terdapat "hak manjing”
(hak mengambil alih harta benda atau kekayaan dari seseorang
yang tidak mempunyai sentana laki-laki) dari raja-raja di Bali
dahulu, hak manjing mana hanya berlaku bagi rakyat umum dan
tidak bagi golongan triwangsa;

bahwa Pengadilan Tinggi keliru menerapkan hukum adat peng-
hibahan, karena menurut hukum adat Bali suatu penghibahan
mempunyai nama tertentu dan seharusnya ada alasan untuk peng-
hibahan itu, sedangkan dalam perkara ini sama sekali tidak disebut-
kan apa sebab si kakek menghibahkan tanah-tanah sckian banyak-
nya dan hanya kepada 3 orang cucunya saja, sedangkan jumlah
cucunya pada waktu itu adalah sebanyak kalau tidak keliru 1S orang,
hal mana tentunya menimbulkan kesan yang bukan-bukan dan
baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menilai surat-
surat yang bersangkutan dengan penghibahan tersebut (T 8 biru
P 3 biru dan T 8 biru) secara gegabah sekali bahkan menimbul-
kan kesan seolah-olah surat-surat tersebut tidak pernah dibacanya;

‘bahwa "keterangan” tanggal 6 Nopember 1938 yang diajukan se-

bagai alat bukti oleh T I dan T II (tergugat dalam kasasi) untuk
menyatakan serta membuktikan bahwa tanah yang dituntut oleh
penggugat untuk kasasi sudah dihibahkan Ol?h almarhum 1 Gusti
A.A Alit Ketut Deg tidak mungkin dikualifisir sel?z}gai akte peng-
hibahan dalam arti yang sebenarnya, sebab .tqenllxk dari kepala-
nya saja sudah tidak benar dan kemudian dibubuhi cap jari/cap

. jempol oleh yang bertanda tangan itu tanpa disyahkau oleh pejabat

yang resmi, hingga sangat diragukan tentang kebenaran cap
jempol/cap jari dari almarhum I Gusti Alit Ketut Deg, dan juga
tidak nampak bahwa ahliwaris lainnya dari I Gusti/A.Alit Ketut
Deg sudah didengar keterangannya atau memberi persetujuannya
atas penghibahan tersebut, sebab menurut hukum adat Bali,
bahwa suatu penghibahan tidaklah sah apabila ahliwaris-ahliwaris
lainnya tidak didengar keterangannya atau diminta pendapatuya;
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6.

bahwa secara materiil pun surat keterangan/hibah tersebut tidak
dapat dipakai dasar hukum untuk menyatakan bahwa penghibah-
an termaksud itu memang sah, sebab menurut hukum adat Bali
seseorang didalam melakukan penghibahan ialah terbatas kepada
bagian tertentu dari seluruh harta kekayaan, apalagi ahliwaris-
ahliwaris si penghibah tidak menyatakan persetujuannya terhadap
penghibahan itu dan berdasarkan daftar dalam memori kasasi ini
harta kekayaan almarhum I Gusti Alit Ketut Deg yang berupa
tanah setengah 17.960 ha sedangkan tanah yang dihibahkan ada-
lah 15.370 ha, schingga hibah itu sangat melebihi dari sepersepuluh
atau sepertiga dari jumlah harta kekayaan almarhum I Gusti
Ketut Deg itu, lagi pula terdapat suatu kontradiksi yaitu umpama
benar itu tergugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) atau
isteri pertama dari penggugat untuk kasasi dipuri Bedangin men-
“jadi sentana rajeg dan karenanya kedua mereka itu langsung
patut mewarisi atas semua harta warisan dari kakeknya I Gusti
A.ALit Ketut Deg, maka tidaklah perlu dilakukan penghibahan
lagi, dan hal mana hanya dapat ditarik kesimpulan, bahwa ter-
gugat I dan tergugat II (tergugat dalam kasasi) tanpa sadar meng-

~ akui semua kebohongannya yang diketengahkan dalam perkara

ini;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d. 4 dan 6 :
bahwa kecberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena
judex-facti tidak salah menerapkan hukum: -

mengenai keberatan ad. S :
bahwa keberatan tersebut tidak dapt diterima oleh karena me-

ugenai penilaian hasil pembuktiatt yang bersift penghargaan tentang
suatu kenyataan, hal mana tidak dapat d"\pmimb&ngkaﬂ dzlam pe-
meriksaan dalam tingkat kasasi, karema pemeriksaan dalam \WEKat
kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanaka: atau ada kesalahan
dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal

18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.
1 tahun 1950); '

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di-

atas, lagi pula dari sebab tidak térnyata bahwa keputusan judex-facti
dalam perkara ini bertentangan dengan hukum "dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk
kasasi : 1 Gusti A.A.Ketut Ampeg tersebut harus ditolak;
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Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970,
Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undaug-undang No. 1 tahun
1950; ; .

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : I Gusti/
A.A.Alit Ketut Ampeg tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya per-
kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 3.305,— (tiga
ribu tiga ratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mah-
kamah Agung pada hari : Rebo, tanggal 1 Desember 1976 dengan
D.H.Lumbanradja S.H., Hakim-Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mah-
kamah Agung sebagai Ketua Sidang, Samsoeddin Aboebakar S.H.,
dan R.Poerwoto Sochadi Gandasobrata S.H., sebagai Hakim-hakim-
Angpauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Rabu,
. tanggal 12 Januari 1977, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri
oleh BRM.Hanindyopoetro Soeropranoto S.H. dan Hendrotomo S.H.,
Hakim-hakim-Anggauta dan T.S.Aslamijah Sulaeman S.H., Panitera-
Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;
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PENGADILAN TINGGI DENPASAR. 13b.
Tanggal 29 Mei 1974. -
No. 252/PTD/1973/Pdt.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA DI DENPASAR;

mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan

Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara :

I Gusti/A.A.Alit Ketut Ampeg, bertempat tinggal di Puri Kere-
tuka, banjar Panti, Perbekelan Pemecutan, Kecamatan Denpasar,
Kabupaten Badung Propiusi Bali, untuk selanjutnya disebut se-
bagai pihak penggugat-pembanding;

melawan

1. I Gusti/A A.Ngurah Made Yasa, 2. I Gusti/A.A.Ngurah Gede
dan 3. Ni Ketut Mundek alias Ni Jero Ketut Arsa, masing-masing
bertempat tinggal di Puri Jerokuta, banjar Panti, Perbekelan Pe-
mecutan, Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, Propiusi Bali,
untuk selanjutnya disebut sebagai pihak para tergugat-terbanding.

Peugadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara, dan semua surat-surat yang ber-

hubungan dengan perkara ini;

Tentang duduknya perkara;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini

yang termuat dalam Putusan-Sela Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di
Denpasar tanggal 2 Pebruari 1974 No.252/PTD.71973/Pdt. yang amar-
nya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding

dari penggugat-pembanding I Gusti/A.A Ketut Ampeg;

Sebelum mengambil putusan akhir : , :
Memerintahkan untuk memanggil 2 orang yang dianggap menge-

tahui/akhli dalam. bidang hukum adat yanug berlaku, dan namanya
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masing-masing akan ditetapkan kemudian, guna didengar keterangan-
mya masing-masing sebagai saksi-akhli, dan memanggi! juga kedua
belah pihak perkara :- - : |

Menyatakan pemeriksaan tambahan ini akan dilakukan sendiri
oleh Pengadilan Tinggi pada hari, tanggal, dau jam yang nanti ditetap-
kan dalam penetapan terseudiri;

Menunda penetapan biaya perkara sampai dijatuhkannya putus-
an akhir. .

Menimbang, bahwa pemeriksaan tambahan tersebut telah di-
laksanakan sendiri oleh Pengadilan Tiuggi sebagaimana tercantum
dalam berita-acara persidangan Pengadilan Tinggi tanggal 25 Pebruari
1974, 7 Maret 1974 16 Maret 1974 dan 4 April 1974;

Dan pada tanggal 9 April 1974 oleh penggugat-pembanding telah
diajukan pula tambahan memori banding tauggal 8 April 1974 serta
telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan telah diperhatikan
juga oleh Pengadilan Tinggi.

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa demikian pula tentang hal ini Pengadilan
Tinggi mengutip apa yaug telah dipertimbangkan di dalam putusan-
selanya tersebut diatas dan menyambung dengan pertimbangan-per-
timbangan tersebut di bawah ini; ' '

Menimbang, bahwa tanah-tanah tersebut di bawah ini;
setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para tergugat-terbanding, maka
terbuktilah menurut hukum bahwa tanah-tanah seugketa adalah se-
bagaimana tercantum dalam. surat-gugat penggugat-pembanding ter-
tanggal 3 Nopember 1972; -

‘Menimbang bahwa tanah-tanah senmgketa tersebut yang hanya
merupakan sebagian dari harta milik I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, oleh
karena pada tanggal 6 Nopember 1938 oleh almathum tersebut (I Gusti/
A.A.Alit Ketut Deg) pada masa hidupnya-telah diberikan kepada pata
tergugat 1 dan 2 terbanding, serta I Gusti Ngurah Oka Nudi sebagai
cucu-cucu almarhum (produksi T.8 biru), yang kemudian dipertegas
pula oleh Ni jero Ketut Mundeh (alias Ni Jero Ketut Arsa) sebagai janda
dari almarhum tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan tanggal
24 Desember 1962 (produksi P.3 biru), serta disetujui sendiri oleh peng-
gugat-pembanding menurut surat pernyataan tanggal 24 Desember
1962 (produksi T.8 biru), maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi
sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali, tanah-tanah sengketa
tersebut tidak lagi merupakan harta warisan dari almarhum I Gusti/
A.A.Alit Ketut Deg '
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-
sebut di atas dengan demikian gugat penggugat-pembanding agar
supaya tanah-{anah sengketa tersebut-dinyatakan sebagai harta warisan
almarhum I Gust/A.A.Alit Ketut Deg seperti tercantum dalam peti-
tumnya sub.II haruslah ditolak;

Menimbang selanjutnya apakah penggugat-pembandmg setelah
kawin dengan A.A.Ayu Putu Rebek sebagai anak perempuan tunggal
dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg yang kemudiau penggugat-
pembanding diangkat anak (sentana) oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg
sebagaimana didalilkan dalam surat-gugatuya, ataukah penggugat-
pembanding ""kawin-nyeburin” di rumah I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg
sebagaimana dikemukakan oleh para tergugat-terbandmg dalam
bantahannya; .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penggugat-pembanding
telah diangkat anak oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, telah -mengaju-
kan saksi-saksi akan tetapi tidak ada seorang pun yang menerangkan
bahwa penggugat-pembanding telah “diperas” sebagai anak angkat
oleh dan di rumah I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg setelah kawin dengan

- A.A.Ayu Putu Rebek di rumah penggugat-pembanding sendiri; malahan

saksi-saksi penggugat-pembanding sendiri bernama Pan Mangku, A.A.
Ketut Rinek, dan Men Numbereg memberikan keterangan diatas
sumpah yang menguntungkan bagi para tergugat-terbanding yaitu
bahwa syahnya perkawinan penggugat-pembanding dengan A.A.Ayu
Putu Rebek dilakukan di rumah almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg
sesuai dengan keterangan saksi-saksi para tergugat-terbanding di atas
sumpah bernama : I Gusti Agung Made Renda, Ni Luh Panti Reng-
keng, dan I Made Landuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadil-
au Tinggi bahwa secara materiil dan formil tidak terbukti bahwa peng-
gugat-pembanding setelah kawin dengan A.A.Ayu Putu. Rebek di-
rumahnya sendiri kemudian diangkat anak oleh almarhum I Gusti/
A.A_Alit Ketut Deg, melainkan terbukti bahwa penggugat-pembandmg

_ telah "kawin - nyebunn" 7di rumah almarhum I Gusn/A A.Alit Ketut

‘Deg; . .
Menimbang, bahwa untuk menanggapt hal-hal yang ¢ dikemuka-
kan oleh penggugat-pembandmg di dalam {ambahan memori banding-
nya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut, " -

a. bahwa apabxla seorang ayah mempunyal anak- perempuan tunggal
sebagaimana haliya dengan almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut
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Deg tldak muugkm akan mengquau anaknya untuk kawin ke-
luar dengan *keluarga '’kepurusa” (pihak lelaki) yang terdekat,
lebih-lebih almarhum térsebut dalam keadaan mampu;

bahwa sepanjang pengetahuan Pengadilan Tinggi di ‘daerah Ka-
bupaten Badung, tidak dikenal adan_j_@ ':sEntana menantu le-
laki”; bahwa sentana semacam itu hanya dikenal di daerah Ka-
bupaten Jemberana denmgan nmama “semtana kepala-dara” (ban-
dingkan tentang hal ini Dr. V.E.Korn, Het Adat-recht van Bali
halaman 456 dan_ 458);

bahwa mengenai apa yang dikemukakan oleh penggugat—pem-
banding bahwa dari semula sudah ada rencana dari almarhum
I Gusti/A.A Alit Ketut Deg akan memakai penggugat-pembanding
sebagai sentana, tidaklah dapat dibuktikan;

bahwa menurut hukum adat Bali, apabila mengangkat anak harus
‘ada ‘upacara ’pemerasan’ tersendiri, baik untuk golongan "tri-

-wangsa” maupun untuk golongan yang lain, sedangkan upacara

”nelubulanin” (nigangsasihin), "'ngotonin’’ (hari ulang tahun), dan
"metatah” (potong gigi) tidaklah dapat dianggap sebagai upacara
”pemerasan’’;

bahwa siaran di banjar untuk pengangkatan anak adalah merupa-

kan syarat mutlak;

bahwa mengenai ayahan (beban) di banjar juga berlaku bagi sen-

tana-nyeburin; _

bahwa tentang pemecatan sebagai ’’sentana-nyeburin” oleh

karena kawin lagi, tidaklah merupakan keharusan untuk dipecat,

melainkan hal itu tergantung daripada penditian mertua atau
isterinya yang dikawin keceburin;

bahwa apabila penggugat-pembanding memang benar anak-angkat

daripada almarhum F Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, tersebut, maka

tentunya penggugat-pembandmg yang mempunyai hak untuk me-
nentukan segala sesuatunya mengenai tanah sengketa, dan bukan

Ni Jero Ketut Mundeh (alias Ni Jero Ketut Arsa) janda dari

almarhum I Gusti/A:A.Alit Ketut Deg in casu mengenai pem-

berian tanah-tanah sengketa kepada cucu-cucu almarhum tersebut
sebagaimana telah disinggung di atas, dalam hal mana ternyata :
penggugat-pembanding hanya memberikarn pernyataan : tidak ada.

‘hak dan tidak boleh mengganggu gugat dan tidak menaruh ke- .

beratan, .

Memmbang, meskipun berkeleblhau (ten overvloede) bahwa andai- -

katapun terbukti penggugat-pembandmg adalah anak-angkat dari
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almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, penggugat-pembanding tidak
berhak lagi atas tanah-tanah sengketa, oleh karena tanah-tanah seng-
keta tersebut bukan lagi -merupakan harta warisan dari almarhum
1 Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, berhubung adanya pembcrian sebagai-
mana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan a quo atas dasar-
dasar yang diuraikan di dalamnya dengan tambahan pertimbangan-
pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, oleh karena sudah
benar haruslah dikuatkan; )

Menimbang, bahwa oleh karena in casu penggugat-pembanding
dipandang senantiasa mendapat kekalahan, maka biaya perkara yang
timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada-
nya;

Mengingat akan hukum adat yang berlaku dan pasal-pasal dari
undang-undang yang bersangkutan.

MENGADILI

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Maret
1973 No. 207/Pdt./1972 antara kedua belah pihak yang dimohonkan
pemeriksaan dalam tingkat banding.

‘Menghukum penggugat-pembanding untuk membayar biaya per-
kara baik yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
tingkat banding, yang dalam tingkat banding saja sampai putusan ini
dianggar sebesar Rp. 13.005,— (tiga belas ribu lima rupiah).

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan
ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikianlah diputus pada hari ini, Rebo, tanggal 29 Mei 1900
tujuh puluh empat, oleh kami Djariaman Damanik S.H., sebagai
Ketua Mejelis, R.Soebijantono S.H. dan Soewarno Reksowedojo S.H.
masing-masing sebagai anggauta, dan pada hari itu juga putusan ter-
sebut diucapkan di muka umum oleh kami dengan dihadiri oleh Tjokorda
Agoeng, Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut di luar hadlirnya
para pihak berperkara.
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PENGADILAN NEGERI DENPASAR 13c.
Tanggal 7 Maret 1973.
No. 20/Pdt/1972.

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR DI DENPASAR, mengadili

perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan se-
bagai berikut dalam perkara antara :

I Gusti/A.A Alit Ketut Ampeg, umur kurang lebih 85 tahum,
pekerjaan pensiunan pegawai negeri, bertempat tinggal di puri
Jerokuto banjar Panti, perbekelan Pemecutan, kecamatan Den-
pasar, kabupaten Badung, menyerahkan kuasa kepada I Made
Djono S.H., pekerjaan pokrol/pembela dengan alamat “’Lembaga
Pembangunan™ jalan Supratman No. 45 A Denpasar, berdasar-
kan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan
Negeri Denpasar, tertanggal 31 Oktober 1972 No.121/S.K./1972,
yang selanjutnya disebut : penggugat.

melawan

1. I Gusti/A.A.Ngurah Made Yasa, umur kurang lebih 56 tahun,
pekerjaan pensiunan; '

2. I Gusti/A.A.Ngurah Gede, umur kurang lebih 52 tahun, pe-
kerjaan pegawai negeri;

3. Ni Ketut Mundeh alias Ni Jero Ketut Arsa, pekerjaan tiada;
sama-sama bertempat tinggal di puri Jerokuto, banjar Panti, per-
bekelan Pemecutan, kecamatan Denpasar, kabupaten Badumng,
yang menyerahkan kuasa kepada Anak Agung Ngurah Kaleran
BA, pekerjaan pembela, bertempat tinggal di jalau Gunung
Semeru, desa - Pemecutan, kecamatan Denpasar, kabupaten
Badung, berdasarkan surat kuasa yang dibuat di hadapan Panitera
Pengadilan’ Negeri Denpasar, tertanggal 11 Januari 1973 No.2/
S.K./1973, yang selanjutnya disebut : tergugat. :

Pengadilan Negéri tersebut; .

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
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Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah mendengar saksi-saksi yang dimajukan oleh kedua belah

pihak; .

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan yang di-

daftar pada tanggal 3 Nopember 1972, telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1.

148

Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjalin suatu hubungan
kekeluargaan yang sangat dekat, yaitu ikatan sebagai ayah dan
anak (yang untuk jelasnya adalah sebagai silsilah terlampir);
Bahwa penggugat adalah cucu dari almarhum Kiai Agung Ngurah
Ketut Mangku, dimana beliau berputra sebanyak S orang, dan
putra-putra beliau yang mempunyai keturunan adalah : I Gusti/
A.A Alit Made Gantar dan I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg. Bahwa
I Gusti/A.A.Alit Made Gantar berputra 4 orang, Yi I Gusti/A.A.
Alit Putu Kepug, I Gusti/A.A.Alit Made Ampung, I Gusti/A.A.
Alit Ketut Ampeg (penggugat) dan I Gusti/A.A.Alit Ketut Me- .
ding. Dan I Gusti/A.A Alit Ketut Deg, hanya mampunyai seorang )
putri yang bernama A.A.Ayu Putu Rebek; N )
Bahwa pada bulan Desember tahun 1911, penggugat dengan cara
meminang telah mengawini A.A.Ayu Putu Rebek, putri dari |
Gusti/A.A Alit Ketut Deg dengan suatu upacara perkawinan yang
diselenggarakan dan ditesmikan di rumah penggugat atau di rumah
orang tua penggugat sendiri;

Bahwa pada bulan Januari tahun 1912, atas permintaan dari
I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg sendiri yaitu paman dan juga mertua
penggugat, diminta agar penggugat bersedia menjadi sentana
(anak angkat) dan tinggal bersama-sama di rumah paman dan
atau mertua; .

Bahwa terdorong oleh rasa pengabdian terhadap paman dan atau
mertua yang tidak punya anak lagi (ceput), juga dengan persetuju-
an orang tua dan saudara-saudara penggugat, maka kemudian
penggugat bersama isteri memenuhi permintaan dari paman dan
atau mertua tersebut di atas, maka untuk itu kemudian dibuatkan
suatu pengangkatan anak dan lanjut disiakan di banjar Panti
sebagai sentana angkat dari. I Gusti/A.A.Alit Ketut" Deg. Dan
sejak saat itu yang turun membanjar adalah bukan lagi I Gusti/
A A Alit Ketut Deg, melainkan adalah penggugat sendiri;
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Bahwa atas kehendak ayah angkat, pemggugat kawin lagi ber-

- turut-turut dengan isteri ke II A.A.Ayu Ketut Retug dan isteri ke

III Ni Jero Cenaga, dimana upacara perkawinan tersebut dilang-
sungkan dan disahkan di tempat kediaman ayah angkat;

Bahwa keseluruhannya penggugat mempunyai anak sebagai ber-
ikut: dari istri pertama A.A.Ayu Putu Rebeg: A.A.Sagung Oka,
I Gusti/A.A .Ngurah Made Yasa (tergugat), I Gusti/A.A Ngurah
Gede (tergugat) dan A.A.Ngurah Gede (tergugat) dan A.A.Sagung

* Putri. Dari istri kedua A.A.Ayu Retung: I Gusti/A.A.Ngurah Oka

Nudhi, A.A.Sagung Made Oka (kawin keluar), I Gusti/A.A.Ngurah
Ketut Deling, A.A.Sagung Made Agung dan A.A.Sagung Oka Puji
(kawin keluar). Dari istri ketiga Ni Jero Cenaga: A.A.Ayu Ketut
Kenderan (kawin keluar), A.A.Alit Made Giri, A.A.Alit Ketut
Astawa, A.A.Alit Gede Suteja, A.A.Raka Praba (kawin keluar)
dan A.A.Alit Made Sukaja;

Bahwa- almarhum ayah angkat penggugat, ada meninggalkan
harta-warisan sebagai berikut :

a. Tanah tegal terletak di Desa Jimbaran, pipil No.46, persil
No.81a, klas II, luas 6,120 Ha, pajak Rp. 25,69 dengan batas-
batas sebelah Utara: 1 Recub/I Riyeg; Timur: Gr.Ganti/l
Gusti Gede Lanang; Selatan : 1 Mara/l Kemet/I Rampun/
_Mider; Barat: Laut; .

b. Tanah tegal terletak di Desa Tubau, pipil No. 14, persil No.2,
Klas I, luas 0,305 Ha, Pajak Rp. 1,28 dengan batas-batas se-
belah: Utara: Jalan; Timur: Made Mangku; Selatan : Jalan:
Barat: I Gusti Made Oka;

¢. Tanah tegal terletak di Desa Tuban. pipil No. 14, persil No. 2,
klas II, luas 1,585 Ha, pajak Rp. 6,66 (sisa 2,835 Ha yang
telah dijual) dengan batas-batas sebelah: Utara: I Gusti Made
Oka; Timur: I Gusti Ngurah Gede, Selatan: I Gusti Made
Oka/Made Mangku; Bapat: 1 Renek/I Gusti Ketut Regung;

d. Tanah tegai terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No.
6, klas I, luas 0,010 Ha, pajak Rp. 0,00 dengan batas-batas se-
belah: Utara: I Kode; Timur: 1 Kode; Selatan' I Kode; Barat:
Jalan;

e. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No.9a,
klas 1, luas 1,520 Ha, pajak Rp. 9,58 dengan batas-batas se-
belah: Utara: Desa Kuta; Timur: Gusti Ketut Kecer; Selatau
Pure Juwet; Barat: R Reptyug,
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10.

11.

12.

13.
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f. Tanah tegal terletak di Desa Tuban, pipil No.14, persil No.1,
klas II, luas 0,700 Ha, pajak Rp. 4,41 dengan batas-batas se-
belah: Utara: I Gusti Made Oka; Timur: Jalan; Selatan:
Gusti Ngurah Sudana/ 1 Kode; Barat: 1 Gusti Made Oka,

g. Tanah tegal terletak di Desa Kuta, pipil No.21, persil No.90b,
kias 1I, luas 0,060 Ha, pajak Rp. 0,25 dengan batas-batas se-
belah: Utara: I Wali; Timur: Jalan; Selatan: 1 Gusti Alit Deg;
Barat: Jalan;

h. Tanah tegal terletak di Desa Kuta, pipil No.21, persil No.91,
Klas 11, luas 3,275 Ha, pajak Rp.20,63 dengan batas-batas se-
belah: Utara: I Gusti Alit Deg; Timur: Jalan; Selatan: I Kebek;
Barat: Jalan; :

i. Tanah tegal terletak di Desa Denpasar, klasiran Batuseri, per-
sil No.34b, pipil No.25, klas II, luas 0,115 Ha, pajak Rp,—,
dengan batas-batas sebelah: Utara: tegal duwe Puri Satria;
Timur: Sungai; Selatan: Tegal Pan Simperug; Barat: Sawah
I Merta;

Bahwa sekira dalam tahun 1959, tergugat-tergugat secara tidak

sah telah menguasai seluruh tanah-tanah tegal harta warisau ter-

sebut di atas, yang selanjutnya akan disebut warisan sengketa;

Bahwa pada tahun 1942, I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, ayah angkat

penggugat meninggal dunia, yang mana pada waktu itu langsung

penggugat abenkan. Dan almarhum hanya ‘meninggalkan seorang
janda Ni Jero Ketut Arsa (tergugat), tanpa anak;

Bahwa dengan demikian, kini penggugatlah satu-satunya sebagai

akhli waris dari almarhum I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg, yang ber-

hak atas seluruh harta peninggalan dari almarhum I Gusti/A.A Alit
Ketut Deg;

Bahwa pada akhir-akhir ini nampak adanya tindakan-tindakan
dari tergugat-tergugat yang mau menghaki sendiri harta peninggal-
an dari almarhum ayah angkat, yang sangat merugikan bahkan
menghancurkan sendi-sendi keutuhan keluarga besar penggugat
di masa-masa yang akan datang;.

Bahwa telah berkali-kali penggugat mengadakan rapat keluarga,
untuk membahas tiap masalah yang timbul dalam- keluarga agar
tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga besar, baik
yang menyangkut soal status di dalam hubungan hukum kekeluarga-

_an, maupun soal harta kekayaan dalam hubungannya dengan

hukum waris, atau hal-hal lain yang bersifat prinsipiil di dalam
keluarga.'Akan tetapi kenyataan selanjutnya tergugat-tergugat se-
lalu mengingkari hal-hal yang telah dimufakati bersama di dalam
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rapat keluarga tersebut. Kalau boleh penggugat katakan bahwa
tergugat-tergugat ‘tidak melaksanakan "darmanya” sebagai anak;

14. Bahwa pula, penggugat meragukan atau menghawatirkan ter-
gugat-tergugat akan menjual, menghibahkan, menggadaikan atan
mengalih tangankan tanah-tanah tegal harta warisan sengketa
tersebut diatas, kepada orang atau pihak lain, maka sebelum per-
kara ini memperoleh suatu keputusan, terlebih dahulu kiranya
Pengadilan berkenan untuk mengadakan sita-konservatoir atas
tanah-tanah tegal sengketa tersebut;

Maka oleh karena itu, dengan sangat terpaksa penggugat mohon
dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu persidangan
yang telah ditentukan untuk itu dan setelah mendapat pemeriksaan
sebagaimana mestinya kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai
berikut : '

I.  Mengabulkan gugatan penggugat; .

II. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah tegal sengketa tersebut
dalam angka 8 adalah harta warisan yang sah dari almarhum

.+ 1 Gusti/A.A Alit Ketut Deg;

III. Menyatakan hukum, bahwa penggugat adalah satu-satunya anak
angkat dan akhli waris yang sah dari almarhum I Gusti/A.A.Alit
Ketug Deg, yang berhak mewarisi harta warisan sengketa; -

IV. Menyatakan hukum, bahwa tergugat-tergugat tidak berhak atas

' tanah-tanah tegal sengketa;

V. Menyatakan hukum, bahwa sita-konservatoir atas tanah-tanah
tegal sengketa adalah sah dan berharga;

- VL. Menghukum tergugat—tei-gugat atau barang siapa saja yang di-
berikan hak olehnya, untuk menyerahkau tanah-tanah tegal seng-
keta kepada penggugat dengan segala isinya;

VII. Menghukum pula tergugat-tergugat untuk membayar §eluruh

- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Menyerahkan atas kebijaksanaan dan pengayoman Peng-

adilan. ' ' ‘ ' . )

: Menimbang, bahwa setelah pada hari yang telah ditentukan,
usaha Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil,
maka dibacakan surat gugatan, terhadap gugatan mana atas pertanya-
an Hakim, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.
Menimbang, bahwa tergugat-tergugat terhadap gugatan tersebut
memberi jawabau tertangg'él 16 Januari 1973 sebagai berikut :
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1.

c . ~ )
Bahwa tidaklah benar kata-kata penggugat yang mengatakan
bahwasanya ia telah diangkat.sentana (anak angkat) oleh A.A.Alit
Ketut Deg, demikian juga adalah tidak benar kata-kata penggugat
yang menyatakan bahwasanya ia telah mengawini'A.A.Ayu Putu
Rebek dengan secara meminang dimana upacara perkawinannya
dilangsungkan di rumah penggugat sendiri melainkan yang benar
jalah bahwa A.A.Ayu Putu Rebek telah dirajegang sentauna oleh
mendiang ayah beliau yaitu A. A. Alit Ketut Deg di rumah kelahiran
beliau yaitu dipuri Bedangin dan dikawinkan keceburin kepada
penggugat, dimana upacara perkawinan diselenggarakan di rumah
kelahiran dari A.A.Ayu Putu Rebek sendiri oleh ayahnya yaitu
A.AAlit Ketut Deg dengan semua perongkosaunya ditanggung
olehnya.

Bahwa A.A.Alit Ketut Deg telah merajegang sentana anak beliau
A A.Ayu Putu Rebek dan mengawinkannya secara keceburin ke-
pada penggugat adalah disebabkan oleh karena beliau hanya
mempunyai seorang anak saja dan kebetulan perempuan sehingga
satu-satunya jalan bagi beliau untuk mendapatkan keturunan yang
akan melanjutkan garis kekeluargaan kepuruse beliau tidaklah
lain dari pada merajegang anak perempuan beliau itu menjadi
sentana beliau dan mengawinkannya secara keceburin kepada
salah seorang kepopakan kepuruse beliau yaitu A.A.Alit Ketut
Ampeg (penggugat).

Bahwa justru oleh karema A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat)
dikawinkan secara nyeburin kepada A.A.Ayu Putu Rebek, dimana
beliau lantas memperoleh status sebagai orang perempuan sedang-
kan A.A.Ayu Putu Rebek sendiri lalu memperoleh_status sebagai
orang lelaki, sehingga deugan demikian maka A.A.Ayu Rebek
tetap tinggal di rumah kelahirannya sedangkan sebaliknya peng-
gugat sejak perkawinannya itu pindah menetap di rumah kelahiran
A.A.Ayu Putu Rebek yaitu di puri Bedangin.

Meungenai perkawinan penggugat dengan istrinya yaug kedua yang
bernama A.A.Ayu Ketut Retung dan istrinya yang ketiga yang
bernama Ni Jero Cenaga, yang oleh penggugat dikatakannya ada-
lah telah dilakukannya semata-mata atas kehendak datuk para
tergugat I dan II dan suami tergugat III adalah sama sekali tidak
benar, malahan sebaliknya datuk para tergugat sangat marah

- terhadap peristiwa itu sedangkan ibu para tefgugat sangat marah

1152

terhadap peristiwa itu sedangkan ibu para tergugat A.A.Ayu Putu

- Rebek menderita sakit hati oleh karena kejadian itu sehingga

akhirnya beliau meninggal dunia oleh karenanya. Bahwa oleh .
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karena penggugat telah mengambil istri yang kedua dan ketiga
tecsebut di atas maka penggugat dengan demikian telah melanggar
darmanya sebagai sentana nyeburin sehingga haknya sebagai
demikian dengan sendirinya pula telah hapus.

Bahwa tidaklah benar kata-kata penggugat yang mengatakan
bahwa ialah yang telah mengupacatakan pembakaran jenazah
dari mendiang datuk dan suami para tergugat, melainkan yang
mengabenkannya dan memukuruya tiadalah lain dari pada ter-
gugat I dan tergugat II dengan semua perongkosanuya dltanggung
sendiri.

Mengenai tanah yang disebutkan di dalam surat-gugatan dari
penggugat, tanah-tanah itu memang benar ada akan tetapi tangh-
tanah tersebut semenjak tahun 1938 oleh mendiang datuk para
tergugat telah dihibahkan (diberikan minta) kepada tiga orang
cucu beliau yaitu kepada tergugat I A.A.Ngurah Made Yasa, ke-
pada A.ANgurah Gede (tergugat II) dan kepada AA .Ngurah
Oka Nudi (tidak turut digugat), dengan perincian sebagai berikut
ini :

- Tanah tegal yang terletak di desa Jimbaran, pipil NO. 46, persil
81a, kias II, luas 6.120 Ha, pajak Rp. 25,69 dengan batas-batas
seperti tersebut di dalam’ gugatan No.8 huruf a, yang menurut
buku lama terbagi atas 2 pipil yaitu : pipil No.30, persil No.46b,
klas II, luas 246 are, upeti f 9,84, Desa Jimbaran No.91 dan pipil
No.31, persil No.46a, klas 1, luas 364 are, upeti f 21,84, Desa Jim-
baran No.91, kedua-duanya tersebut dalam pipil atas nama I Gusti
Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut
dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Made Yasa (tergugat D
. dengan pipil No.978.
. Tanah tegal yang tersebut di dalam gugatan di bawah No. 8 huruf
b, d dan f dengan batas-batas seperti tersebut di_situ, menurut
“buku lama ketiga-tiganya tergabung didalam satu pipil yaitu pipil
No.13, persil No.8a, klas I, luas 98 are, upeti f 5,88 desa Tuban
No.90c, tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Alit Ketut Deg,
semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut dalam pipil atas
nama I Gusti Ngurah Gede (tergugat No.II) dengan pipil No.184.
Tanah tegal yang tersebut dalam gugatan di bawah No.8 huruf e
dengan batas-batas seperti tersebut dalam gugatan, menurut buku
lama adalah dengan nomor pipil 13, persil 43, klas 1, luas 165 are,
. upeti f 9,90 desa Tuban No.90c, tersebut dalam pipil atas nama
I Gusti Ngurah Alit Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah di-
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robah dan tersetut dalam pipil atas nama I Gusti Ngurah Gede
(tergugat II) dengan No.pipil 3094.
Tanah tegal terscbut dalam gugatan di bawah No 8 huruf ¢ dengan

batas-batas seperti tersebut di situ, menurut buku lama adalah de-
ngan nomor pipil 13, persil 8a, kias I, luas 286 are, upeti f 17,16
desa Tuban No.90a, tersebut dalam pipil atas nama I Gusti Alit
Ketut Deg, semenjak tahun 1938 sudah dirobah dan tersebut da-
lam pipil atas nama I Gusti Ngurah Oka Nudi (anak lelaki tertua
dari penggugat yang diperdapatnya dari istrinya yang ke II, yang
bernama A.A.Ayu Ketut Retung) dengan pipil No.185. !
Dengan telah dihibahkannya tanah-tanah tersebut di atas oleh pe-
miliknya sendiri yaitu datuk dan suami pada tergugat masing-
masing kepada tiga orang cucunya lelaki yang tersebut di atas yaitu
kepada : A.A.Ngurah Made Yasa (tergugat 1), A.A.Ngurah Gede
(tergugat II) dan A.A.Ngurah Oka Nudi (tidak ikut digugat) ter-
tanggal 6 Nopember 1938 maka dengan sendirinya tanah-tanah
tersebut di atas sejak tahun 1938 itu juga sudah menjadi hak milik
mutlak dari pada para tergugat I dan II dan_A.A.Ngurah Oka
Nudi.

Bahwa oleh karena demikian maka segala perbuatan yang para
tergugat telah dau akan lakukan terhadap tanah-tanah tersebut
di atas, baik tindakan-tindakan pemilikan maupun tindakan-tin-
dakan penguasaan semata-mata dengan sendirinya adalah syah.
Bahwa penggugat sendiri telah menyadari dan mengakui baik
secara nyata maupun dalam wujud pengakuan tertulis yang dirinya
sama sckali tidak berhak apa-apa terhadap tanah-tanah tersebut
di atas dan mengakui bahwa tanah-tanah itu mutlak telah menjadi
hak milik para tergugat I dan II dan A.A.Ngurah Oka Nudi
karena telah dihibahkan kepada mercka masing-masing, dari
pengakuan mana sek&llg(ls merupakan bukti bahwa penggugat
sudah tidak lagi berstatus sentana-wyebucin das sama sekali tidak
mempunyai hak apa-apa lagi terhadap harta pentnggafan dari
mendiang datuk para penggugat.

Di samping itu secara kenyataan penggugat sekalipun beliau tahu
betul bahwa tanah-tanah tersebut di atas sudah sejak tahun 1938
dikuasai oleh tergugat I, II dan A.A.Ngurah Oka Nudi, tahu
betul bahwa semua hasil tanah-tanah tegalan itu dipungut dan di-
nikmati oleh para tergugat, namun belidu tidak pernah merintaugi,
melarang ataupun mengganggu gugat pemilikan maupun penguasa-
an serta penikmatan hasil tanah-tanah itu, hal mana juga turut
memperkuat bukti di atas, bahwasanya beliau benar-benar sama

Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008



sekali tidak mempunyai hak apa-apa terhadap tanah-tanah itu
dan benar-benar juga merasa dirinya sama sekali tidak mem-
punyai hak apa-apa terhadap tanah-tanah itu.

Demikian pula pembayaraz pajak-pajak untuk tanah tersebut juga
dilakukan oleh para tergugat sendiri dan hal ini juga tidak per-
nah disangkuti ataupun dirintangi oleh penggugat.

S. Bahwa oleh karena penggugat sama sekali tidak mempunyai hak
apa-apa terhadap tanah-tanah cidera, dan sama sekali tidak ada
terdapat petunjuk-petunjuk tentang haknya terhadap tanah-tanah
itu, maka oleh karena jelas bahwa penggugat sama sekali tidak
dan bukan pemilik ataupun orang yang berhak atas tanah-tanah
tersebut, maka sama sekali tidak ada alasan bagi penggugat untuk
bercemas hati bahwasanya terdapat kemungkinan tanah-tanah ter-
sebut akan dijual oleh para tergugat; dijual ataupun tidak adalah
terserah kepada para pemiliknya masing-masing yaitu tergugat I,
I dan I Gusti Ngurah Oka Nudi. Demikian pula permohonan
penggugat supaya Pengadilan meletakkan sita-konservatoir ter-
hadap tanah-tanah cidera adalah juga sama sekali tidak beralasan
dan juga melawan hukum oleh karena para tergugat sama sekali
tidak ada mempunyai hutang apa-apa terhadap penggugat yang
perlu dijamin pelunasannya dengan meletakkan penyitaan,kon-
servatoir atas tanah-tanah milik para tergugat tersebut di atas.

Menimbang bahwa, kemudian kedua belah pihak telah melanjut-
kan perdebatannya, penggugat dengan repliknya tertanggal 22 Januari
1973 tergugat dengan duplieknya tertanggal 24 Januari 1973.

Menimbang bahwa selain dari pada itu penggugat menyerahkan :

1. Surat-pernyataan (silsilah) tertanggal 29 Nopember 1971, yang isi-
nya pemberian kuasa dari Ni Jero Ketut Arsa kepada A.A Ngurah
Made, tertanda P.1 biru.

2. Acte jual-beli tanah No.83/ 1972 antara A.A.Ngurah Made dengan
I Wajan Gerija, tertanda P.2.biru.

3. Surat-pernyataan tertangggal 24 Desember 1962 yang isinya pem-

berian tanah-tanah tegalan atas nama I Gusti Alit Ketut Deg oleh

janda I Gusti Alit Ketut Deg (Ni Jero Ketut Mundeh) kepada ;.-

3.1. A.A.Ngurah Made.
3.2. A.A.Ngurah Gede.
3.3. A.ANgurah Oka Nudi
tertanda P.3. biru.

4. Surat-pernyataan Panitia Landreform daerah tingkat II Badung
beserta lampirannya, tertanda P.4. biru.
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Surat I Gusti Alit Ketut Ampeg kepada Camat Denpasar ter-
tanggal 19 September 1972, tertanda P.S. biru.

Surat-pernyataan dari I Gusti Alit Ketut Ampeg tertanggal 4 Sep-
tember 1972, tertanda P.6. biru.

Surat dari 1 Gusti Alit-Ketut Ampeg kepada Kepala Ipeda Bali

‘Selatan di Denpasar tertanggal 27 Juli 1972, tertanda P.7. biru.

10.

11.

12.
13.

14.
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Jawaban Ipeda Bali Selatan kepada I Gusti Alit Ketut Ampeg ter-
tanggal 18 September 1972, tertanda P.8. biru. :
Surat-pernyataan I Gusti Ngurah Oka Nudi tertanggal 24 Juni
1972 tertanda P.9. biru.

Pembatalan surat kuasa dari I Gustl Alit Ketut Ampeg untuk
A.A Ngurah Made tertanggal 29 Nopember 1971, tertanda P.10
biru.

Sebuah kwitansi yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Made Yasa ter-
tanggal 26 Agustus 1972 serta lampiran surat perjanjian jual-
beli tertanggal 26 Agustus 1972, tertanda P.11 biru.

Surat keterangan No.253/1969 dari Kepala Kantor Ipeda Bali Se-
latan tertanggal 4 Juni 1969, tertanda P.12 biru.

Surat keterangan No.180/U/1973 dari Perbekel Pemecutan ter-
tanggal 2 Pebruari 1973, tertanda P.13 biru.

Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tertanggal 21
Desember 1971 kepada Siegfried Beil tertanda P.14 biru.
Menimbang bahwa tergugat telah menyerahkan :

Surat keterangan No.196/1972 dari Kautor Ipeda Bali Selatan ter-
tanggal 14 Juli 1972, tertanda T.1 biru.

Surat keterangan No.178 Agno.254/10 dari Kepala Kantor Pajak
Hasil Bumi ‘Bali Selatan tertanggal 9 Pebruari 1963, tertanda T.2
biru.

Surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama I Gusti Ngurah Made

Yasa, tertanda T.J biru, .
Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daecrah atas mama I Gusti
Ngurah Gede, tertanda T.4 biru.

Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama I -Gusti
Ngurah Gede, tertanda T.S biru.

Turunan pipil lontar milik I Gusti Ngurah Made Yasa, I Gusti
Ngurah Gede, tertanda T.6 biru.

Kwitansi pembayaran Ipeda atas nama I Gusti Ngurah Gede, 1
Gusti Ngurah Made Yasa, tertanda T.7 biru.

Surat keterangan tentang penghibahan dari I Gusti Alit Ketut Deg
kepada I Gusti Ngurah Made Yasa, I Gusti Ngurah Gede dan I
Gusti Ngurah Oka Nudi tertanggal 6 Nopember 1938, tertanda
T.8 biru.
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10.

11.

Surat pernyataan terfaaggal 24 Desember 1962 dibuat oleh A.A Alit
Ketut Ampeg kepada A.ANgurah Made, A.ANgurah Gede dan
A_.A Ngurah Oka Nudi, tertanda T.9 biru.

Surat Keterangan harta peninggalan dari I Gusti A!.: Kctut Lieg
yang dibuat oleh A.A.Ngurah Made Yasa dan A.A Ngurah Gede,
tertanggal 29 Januari 1973, tertanda T.10 biru.

Seberkas surat keterangan ' penggarap atas tanah A.A.Ngurah
Made Yasa, A.A.Ngurah Gede, tertanda T.11 biru.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat di depan -

persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

1.

Anak Agung Made Ampug.

bahwa saksi yang melakukan peminangan terhadap A.A.Ayu Putu
Rebek yang akan dikawinkan dengan A.A.Alit Ampeg (penggugat);
bahwa dalam peminangan tersebut diterima oleh I Gusti Alit
Ketut Deg ayah dari A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa upacara perkawinan dilakukan di rumah saksi sendiri, se-
belah barat rumah I Gusti Alit Ketut Deg;

bahwa setelah beberapa hari kemudian I Gusti Alit Ketut Deg,
meminta A.A.Alit Ampeg, untuk dijadikan anak aungkat dan pada
waktu itu ayah dari A.A.Alit Ketut Ampeg sudah meninggal;
bahwa jarak antara upacara perkawinan dengan diangkat A.A.Alit
Ketut Ampeg sebagai anak angkat adalah tiga hari;

- bahwa upacara yang dilakukan adalah potong gigi dan otonan

yang berlangsung di rumah A.A.Alit Ketut Deg;

‘bahwa tidak ada "banten pemerasan” melainkan hanya banten

otonan dan sejak itu A.A.Alit Ketut Ampeg serta istrinya A.A.Ayu
Putu Rebek bertempat tinggal di rumahnya IGusti Alit Ketut Deg;
Pan Mangku; =

bahwa saksi mengetahui adanya pcrkamnan antara A.A.Alit Ketut
Ampeg dengan A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa saksi mengetahui banten pesakapan dilakukan di rumah
A.A Alit Ketut Ampeg, kemudian perkawinan besaruya diadakan

~ di rumahnya A.A.Ayu Putu Rebek; -

bahwa saksi tidak mengetahui tentang upacara pengangkatan
anak oleh I Gusti Alit Ketut Deg.

Anak Agung Ketut Rinek :

bahwa saksi mengetaui A.A.Ayu Putu Rebek telah kawin dengan
A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat);

bahwa saksi tahu pula dalam perkawinan tersebut dladakau dua
kali upacara yaitu di rumah A.AAlit Ketut Ampeg dibuatkan
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tebasan alit dan kemudian dibuatkan banten nganten d1 sebelah
timur di rumahnya A.A.Ayu Putu Rebek sendiri;

bahwa saksi menerangkan selanjutnya syahnya perkawinan itu
adalah vpacara yang dilakukan oleh A.A.Alit Ketut Deg.

Men Numbreg : _

bahwa saksi mengetahui adanya perkawinan antara penggugat
A.A.Alit Ketut Ampeg dengan A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa upacara mekala-kalan dilakukan di rumah A.A.Alit Ketut
Ampeg, sedangkan perkawinan besarnya dilakukan di rumahnya
I Gusti Alit Ketut Deg;

bahwa syahnya perkawinan itu adalah upacara perkawinan di-

. rumahnya I Gusti Alit Ketut Deg;

bahwa penggugat seluruhnya mempunyai 3 orang istri, bahwa ber-
selang beberapa lama antara perkawinan I dengan perkawinan ke
2 dan ke 3 saksi tidak ingat lagi secara pasti, akan tetapi per-
kawinan-perkawinan itu dilakukan setelah penggugat mempunyai
anak;

bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah I Gusti Alit Ketut Deg masih
hidup pada waktu A.A Ketut Ampeg kawm untuk ke 2 dan ke 3
kalinya.

Anak Agung Gede Yuda : '

bahwa tahun 1956 diadakan rapat keluarga di puri Bedangin; da-
lam rapat tersebut hadir A.A.Made Yasa, A.A.Ngurah Gede,
A.A.Oka Nudi, AA. Ngurah Deling, A.A.Giri, A.A.Astawa, A.A.
Sutedja, A.A.Sukadja, A.A.Made Ampug, A.A. Alit Raka Praba;
bahwa pembicaraan berkisar tentang status penggugat di puri
Kantor (Bedangin), yang oleh A.AMade Ampug dikatakan me-
mang benar penggugat diangkat anak oleh A.A.Alit Ketut Deg
dan sclanjutnya A.A.Alit Ketut Ampeg tinggal di puri Bedangin.
Anak Agung Alit Raka Berata : '

bahwa tahun 1956 diadakan rapat keluarga yang membicarakan
status A.A.Alit Ketut Ampeg, yang oleh A.A Made Ampug dikata-
kan penggugat memang benar diangkat anak oleh A.A.Alit Ketut
Deg, yang selanjutnya bertempat tinggal di puri Bedangin.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat di

depan persidangan di bawah sumpah menerangkan :

1.

I Gusti Agung Made Renda
bahwa penggugat pada tahun 1911 telah kawin nyeburin dengan

~ A.A.Ayu Putu Rebek;
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bahwa upacara perkawinan tersebut dilakukan di rumah A.A.Ayu
Putu Rebek (di puri Bedangin) dan dilaksanakan oleh A.A.Alit
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Ketut Deg dan sejak itu penggugat bertempat tinggal di rumah
A A Alit Ketut Deg;

bahwa setelah perkawinan dengan A.A.Ayu Putu Rebek, peng-
gugat juga telah kawin lagi dengan Sayu Ketut Retung yang di-
langsungkan di rumah saksi sendiri, sedangkan perkawinan dengan
Ni Jero Cenaga dilakukan di rumah Ni Jero Cenaga sendiri.

Ni Luh Panti Rengkeg :

bahwa saksi mengetahui istri penggugat adalah A.A.Ayu Putu
Rebek dan upacara perkawinan itu (mekala-kalan) dilakukan di
rumah A.A.Ayu Putu Rebek;

bahwa penyaksiau itu dilihat sendiri oleh saksi.

I Made Landuh : :

bahwa saksi mengetahui sendiri, karena pada waktu itu ia mém-
bantu di puri Bedangin, bahwa perkawinan antara penggugat de-
ngan A.A.Ayu Putu Rebek dilakukan di rumahnya A.A.Ayu Putu
Rebek sendiri; ’

bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dijadikan anak
angkat oleh I Gusti/A.A.Alit Ketut Deg.

Bahwa selanjutnya saksi-saksi :

I Gusti Made Adhi.

Pan Reken.

Pan Sondre.

Pan Lego; : .

Pada pokoknya. menerangkan saksi-saksilah yang mengerjakan
tanah-tanah sengketa. ,

Ida Made Tilem alias Ida Made Pidada. .
bahwa saksi benar telah menanda tangani surat hibah tertanggal
6 Nopember 1938 dan membenarkan isi dari surat hibah tersebut
(alat bukti T.8 biru).

I Wayan Retug : ' : .
bahwa saksi benar telah menanda -tangani surat pernyataan dari
A A Alit Ketut Ampeg tertanggal 24 Desember 1962 (tanda bukti
T.9 biru). : ' o

Menimbang, .bahwa éelanjutuya' atas perinohouali kuasa penggugat

melalui Pengadilan Negeri telah dipanggil menghadap saksi-saksi :

1.

I Gusti Ngurah Sumarma, di bawah sumpah pada. pokoknya me-
nerangkan setelah ditunjukkan bukti surat tertanda T.9 biru;

bahwa saksi ‘tidak melegalisir surat hibah tersebut, oleh karena
berdasarkan pengetahuan saksi secara umum, masih ada/mem-
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punyai keluarga dekat, jadi bukan berdasarkan silsilah dari yang
bersangkutan;

bahwa setelah saksi memberi petunjuk kepada yang menyodorkan
surat itu, ia tidak datang lagi;
bahwa adanya tanda tangan perbekel pada surat tersebut menurut

pendapat saksi, perbekel dan klian tersebut tidak melakukan
tugas sebagalmana mestinya.

2. 1 Wayan Semadi, di bawah sumpah, setelah ditunjukkan surat
bukti tertanda T.8 biru memberi keterangan sebagai berikut :
“saksi menanda tangani surat tersebut, oleh karena sudah ada ke-
saksian dari klian dan perbekel setempat dan ditambah lagi
karena saksi yakin akan kebenaran isi surat tersebut.

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa, gugatan seperti dimohonkan di atas yang pada
pokoknya, penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan tanah-tanah
sengketa adalah harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, dan tergugat-
tergugat tidak berhak atas tanah-tanah tegal sengketa; serta meng-
hukum tergugat-tergugat menyerahkan tanah-tanah tegal sengketa
secara lasia kepada penggugat.

Menimbang bahwa, alasan yang diajukan pihak penggugat untuk
memohon seperti tersebut di atas adalah karena penggugat adalah satu-
satunya anak angkat dan ahli waris yang syah dari I Gusti/A.A.Alit
Ketut Deg.

Menimbang bahwa, sepanjang hal-hal yang diakui dan dibenarkan
oleh tergugat yaitu tentang tanah-tanah sengketa yang disebutkan
dalam surat gugatan serta tanah-tanah tersebut adalah peninggalau/
harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, maka hal tersebut telah ter-
bukti.

Menimbang bahwa, selam hal itu tergugat-tergugat membantah
dalil-dalil penggugat dengan menyatakan bahwa A.A.Ayu Putu Rebek
telah dirajegang scntana oleh mendiang ayahnya A.A.Alit Ketut Deg
dirumah kelahiraunya dipuri Bedaugin dan dikawin keceburin oleh
penggugat schingga karenanya tergugat adalah akhli waris dari I Gusti/
A A Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, oleh karena kedua belah pihak menyatakan
dirinya sebagai akhli waris dari I Gusti Alit Ketut Deg, sedangkan
penggugat menyatakan kedudukan tersebut berdasarkaun telah diangkat
anak oleh I Gusti Alit Ketut Deg, yang dibantah oleh pihak-pihak ter-

gugat, maka kepada penggugatlah dibebankan kewajiban untuk ‘mem-
buktikan statusnya terlebih dahulu.
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Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya yang di-
kemukakan oleh pihak penggugat, maka pihak penggugat mengajukan
saksi-saksi: 1. A.A. Made Ampug, 2. Pan Mangku, 3. Anak Agung
Ketut Rinek, 4. Nen Numbreg, 5. A.A. Gede Yuda, 6. A.A.Alit Raka
Berata, 7. I Gusti Ngurah Sumarma, 8. I Wayan Semadhi.

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang telah di-
dengar didapat suatu facta :

bahwa benar terjadi perkawinan antara penggugat dengan A.A.Ayu
Putu Rebek; - .

bahwa perkawinan ini didahului dengan cara peminangan yang
diikuti kemudian oleh upacara mekala-kalan di rumah penggugat sen-
diri dipuri Beaduh;

bahwa berselang beberapa hari diadakan upacara otonon di rumah
A.A Alit Ketut Deg yang berfungsi sebagai upacara pengangkatan anak
terhadap penggugat A.A.Alit Ketut Ampeg oleh mertuanya sendiri
A.AAli Ketut Deg;

bahwa tiga orang saksi lainnya yaitu : 1 Pan Mangku, 2. A.A.Ayu
Ketut Rinek, 3. Men Numbreg, mengemukakan pula perkawinan be-
sarnya dilangsungkan di puri Bedangin (dirumah A.A.Ayu Putu Rebek/
A.A Alit Ketut Deg).

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Pengadil-
an berpendapat dan menyimpulkan keterangan saksi-saksi satu ter-
hadap yang lain tidak saling menunjang, dalam arti keterangan saksi-
saksi satu terhadap yang lain tidak saling menunjang, dalam arti ke-
terangan saksi-saksi itu berdiri sendiri, bahkan menunjukkan dengan
jelas upacara perkawinan justru dilakukan dipuri Bedangin (puri A.A.
Ayu Putu Rebek) dus bukan upacara "pemerasan/anak angkat’.

Menimbang bahwa, upacara otonan yang menurut saksi I juga
merupakan upacara pemerasan, menurut hemat Pengadilan bukan
upacara pemerasan, dan bukankah upacara otonan itu adalah upacara
memperingati weton (kelahiran) seseorang saja, yang jelas berbeda
dengan upacara pemerasan baik dari segi proceduril maupun materi-
nya ?. . -

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang
menyatakan telah ada siaran di banjar Panti yang maksudnya A.A Alit
Ketut Deg akan mengangkat anak terhadap A.A.Alit Ketut Ampeg,
dan bukankah "'siaran™ dibanjar/desa sarana pokok sebelum upacara .
. pemersau, uiituk memberi kesempatan pihak-pihak yang tidak setuju

pengangkatan A.A.Alit Ketut Ampeg oleh A.A.Ketug Deg ?
" Menimbang bahwa, penggugat selain memperistri A.A.Ayu Putu
Rebek, juga mempunyai istri lain lagi yaitu: 1. A.A.Ayu Retung, 2. Ni
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Jero Cenaga; menurut hemat Pengadilan penggugat telah tidak me-
menuhi dharmanya sebagai sentana nyeburin, terbukti dari tindakan-
tindakan dari A.A.Alit Ketut Deg dan Ni Jero Arsa (mertua-mertua)
penggugat telah membuat surat-surat penghibahan (bukti T.8 biru dan
P.3 biru) serta dari penggugat sendiri berupa pernyataan tidak akan
menuntut lagi pemberian yang telah diberikan oleh mertua penggugat
kepada tergugat (bukti T.9 biru), juga semua harta peninggalan dari
A.AAlit Ketut Deg sejak lama telah dikuasai dan dihasili oleh ter-
gugat-tergugat.

Menimbang bahwa, selain dari harta warisan yaug dikuasai dau
dihasili seperti tersebut dalam obyek perkara, para tergugat telah
menguasai dan menghasili harta warisan dari A.A.Alit Ketut Deg, se-
perti tersebut dalam alat-alat bukti T.10 biru.

Menimbang bahwa meskipun harta warisan itu tidak termasuk
obyek perkara namun sesuai dengan pertimbangan kami diatas, semua
harta peninggalan itu adalah peninggalan dari A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan
pihak penggugat :

1. Surat pernyataan Ni Jero Ketut Arsa untuk menjual tanah di subak
Tunggulaji (tertanda P.1 biru).

2. Akta jual-beli tanah di atas antara A.A.Ngurah Made dengan I
Wayan Geria (tertanda 'P.2 biru).
bahwa kedua alat bukti ini tidak perlu kami pertimbangan karena
tiada hubungan dengan pokok perkara; dan transaksi jual-beli
ini pun telah dilakukan oleh janda A.A.Alit Ketut Deg untuk ke-
perluan pengabenan sehingga berkurangnya harta peninggalan
akibat jual-beli ini tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena
penggunaannya untuk pengabenan A.A.Alit Ketut Deg;

3. Surat pernyataan penghibahan oleh Ni Jero Ketut Mundeh kepada
A.A.Ngurah Made, A.A.Ngurah Gede, A.A.Ngurah Oka Nudi;
bahwa hal ini menjadi tidak penting, oleh karcna status dari
A.A.Alit Ketut Ampeg (penggugat) tidak terbukti sebagai anak
angkat A.A.Alit Ketut Deg dan penghibahan ini dilakukan oleh
janda A.A.Alit Ketut Deg, yang dilakukan dengan tidak merugi-
kan akhli waris lain oleh karena dua diantara penerima hibah
ini merupakan akhli waris yang syah dari A.A.Alit Ketut Deg.

4. Surat keputusan panitia Landreform daerah tingkat II Badung
tentang penetapan jumlah unit keluarga wajib lapor serta jumiah
tanah-tanah pertanian yang dapat dimiliki/dikuasai oleh unit ke-
luarga tersebut dan tanah-tanah yang merupakan kelebihan yang
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dikuasai oleh Negara serta daftar identitas tanah pertanian yaug
ditetapkan bagi masing-masing unit dari surat keputusan Panitia
Landreform Daerah Tingkat II.

bahwa dari bukti ini pertama-tama Pengadilan akan melihat daf-
tar identitas penetapan tanah tcrsebut yaitu ternyata penetapan itu di-
lakukan oleh A:A.Alit Ketut Ampeg senditi dan baru ditetapkan pada
tahun 1968, bukankah penetapan itu yang meskipul semula.memang
atas usul wajib lapor, tetapi penetapan yang definitif tetap ditentukau
oleh pejabat panitia Landreform ? .

Kedua jika toh seandainya kita menerima penetapan ini tfuk.ankah
bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agrana s‘_’“d}“ fixmaxna
ternyata A.A.Alit Ketut Ampeg yaung bertempat tinggal di sttnk Den-
pasar memiliki tanah di luar distriknya/kecamatannya sendiri. I?us pe-
netapan ini bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria sen-
diri khususnya P.P.No.224 tahun 1961. .

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam daftar iden.tltas tanah yang
ditetapkan bagi masing-masing unit (bukti P.4 lampiran) kalau kita
perhatikan dengan teliti terdapat tanah-tanah sawah/kering atas nama
penggugat, meskipun dalam gugatan tidak dicantumkan merupakan
tanah sengketa, tetapi dalam surat bukti yang diajukan oleh tergugat
terdapat/diajukan kontrabukti, apakah tanah-tanah tersebut memang
hasil penggunakayaannya sendiri ? .

Menimbang bahwa, bukti P.4 biru dihubungkan dengan bukti
T.10 biru ternyata tanah-tanah tersebut dalam P.4 biru atas nama
A.AAlit Ketut Ampeg adalah berasal dari AA.Alit Ketut Deg dan
dihasili oleh para tergugat-tergugat. o

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat tertanda P.5,6,7 biru sudah
terjawab oleh P.8 biru dan memang bemar menurut hukum, bahwa
pemberian D.D. merupakan suatu fiskal kadaster, dan bukan merupa-

. kan bukti hak (recht kadaster).
. Menimbang bahwa, bukti tertanda P.9 biru ber'tentangan dengan
. ‘kenyataan, yaitu bahwa I Gusti Ngurah Oka Nudi telah menerima
hasil-hasil tanah yang dicantumkan atas namanya, sesuai demgan
keterangan saksi Pan Lego.. A
‘Menimbang, bahwa bukti tertanda P.10 biru tidak dapat menguat-
kau dalil-dalil penggugat oleh karena pencabutan/surat kuasa/per-
nyataan-pernyataan lainnya disebut secara terperinci, surat kuasa/ -
pernyataan mana yang dicabut. . . .
Menimbang bahwa, bukti P.11 ‘biru tidak ads artinya lagi olch
karena perjanjian yang berlaku selama 2 bulan tidak ada kelanjutan-
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nya lagi, sehingga dengan demikian petjanjian itu batal dengan sendiri-
nya.

Menimbang bahwa, dari buktl P.12 biru, justru melemahkan
penggugat sendiri, bahwa memang semula tanah-tanah sawah itu ada-
lah peninggalan dari A.A Alit Ketut Deg, bukan hasil penggunakayaan ‘
dari A.A Alit Ketut Ampeg.

Menimbang bahwa, dari bukti P.13 biru irrelevant untuk diper-
timbangkan, karena pun surat keterangan perbekel Pemecutan tidak
dilampirkan akte kelahiran.

Menimbang bahwa, bukti P.14, hal ini tidak dapat dipakai pegang-
an siapa akhli waris sebenarnya justru dalam persidangan inilah Peng-
adilan memeriksa siapakah akhli waris dari A.A.Alit Ketut Deg.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas penggugat.
telah tidak berhasil membuktikan dalil sehmgga sepatutnya gugatan
penggugat ditolak.

Mengingat undang-undang dan pa.sal-pasal yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat. ‘
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga saat ini dianggar sebanyak Rp. 8.170,— (delapan ribu
seratus tujuh puluh rupiah).

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari Rebo, tanggal 7
Maret 1973 oleh kami : I Gede Sudharta S.H. Hakim Pengadilan
Negeri Denpasar dan pada hari ini juga diucapkan di muka umum de-

- ngan dihadiri oleh Tjok Istri Rai Darmawati S.H. Panitera-Pengganti
dan kedua belah pihak perkara.

164

Lembaga pengangkatan..., Ni Wayan Marwati, FH Ul, 2008



Lampiran 1.5
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PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA

( Majelis Tertinggi Agama Yandwy
KECAMATAN TABANAN

SUDDHI-WADAN!

NO. 04/pET/TEn/TI1/2508

Diberikan kepada :
Nama . Suknrje Putm Rogil, 8.2

Tempat & tgl lahir J umur : 5.5
Alamat
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Untuk Istn

2

PENCATATAN SIPIL
L WARGA MEGARA INDONESIA).

KUTIPAN

AKTA PERKAWINAN
No ... 2043(WNI(2008..........

telah tercatat perkawinan aNtATA : .....cc.eeeveeusemesrsesieeeesinsssesassssesseccssaesessssssasessesesess
—— SUKARJA PUTRA RAGIL.S.Ag —~
dan - .
—— NI WAYAN MARWATI ~——-
yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

MANGKU PENTRA
yang bernama .......c.cveeeereeee. eerersasssrnerenennnnenneened pada tangpal

_Maret tahun dua ribu delapan

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

_Tabanan, tiga April

tanggal
tahun dua ribu delapan

! X

/Kagzia’?DnL Tenaga Kerja, Transmigrasi J<
/s
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22 0308 050367 0001
Nama : Sukarja Putra Ragll ‘SAg

Kelahiran : Pati-Jateng. 05/03/1967
Status 1 Kawin Gol. Darah : - H
Pekerjaan : Pegawai Swasta WNI f
Agama : Hindu {
Alamat : Banjar. Sudimara Kelod Ky
Kel/Desa Sudimara b
Kec Tabanan 82151 ¢
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Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami

L. Naia : NI MADE REDIT
Tempat /tgl Lahir : Cengolo, 31 Desember 1925
Jenis Kelanin : Perempuan
Agama : Hindu
Pekenjaun : Tani
NI : -
Alamat 1 Bamjar Cengolo, Desa Sudimiaa,
Kecamatan dan Kabupaten {abanan
L Nama : T GUSTI NYOM AN SUKARSA
Tewpat /tgl Lahir  : Cengolo, 31 Desember 197¢
Jenis Kelanin : laki-laki
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tani
NIK : 22.0308.311270.0031
Alamat : Banjar Cengolo, Desa Sudimiara,

Kecamatan dan Kabupaten Tabanan

Menyatakan dengan sebenamya bahwa:

1. Sayva Pihak Pertama ( NI MADE REGIT ) menyerahkan diri ( Hidup ) beserta semua
warisan yang saya miliki kepada Pihak II ( 1 GUSTI NYOMAN SUKARSA ) dengan
syarat yaitn Plhak 11 ( 1 GUSTI NYOMAN SURARSA ) bersedia dan sanggup untuk
menanggung segala kebutuhan hidup saya

[£%4

Saya Pihak Kedua ( 1 GUSTI NYOMAN SUFARSA ) sigp dan bersedia menanggung

segala kebutuhan yang diperlukan oleh Pihak 1 ( NI MADE REDIT ) sepanjang
hidupnya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenamya, untuk dapat dipergunakan
gebagainana mestinya

Sudimara, 19 Mei 1995
Kami yang membuat Penya:aan
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= . — ToL .A" ‘ e 3
'\“\/'}7// . 1’: & ¢
(1 OUST( MADE SUKARSA ) HSTERASH

- Mengetahui :
ian Dinas Br. Cengolo | 4 i :
N A o R\OS A T
:‘\‘"_‘\'_ e '-;j."""/,"_'\_\l}_’:__ ’ BN )
‘.‘.‘C: -\' ,/ 'v,‘! SR _C
(1 NYOMAN SUNDRA ) . . ( 1 GUSTI T PUIA )
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